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RENSTRA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis
(RENSTRA) Perubahan (Ed.2017) Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 — 2021 dapat

diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah
satu pelaku pembangunan kesehatan wajib menyusun dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk

program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan
yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan upaya pembangunan
kesehatan selama lima tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen Renstra ini menjadi
salah satu acuan dalam penyusunan rencana aksi Stakeholders jajaran kesehatan

khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
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Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
mencakup perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan 2
(dua) UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Provinsi
Kepulauan Riau Tanjungpinang dan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung
Uban.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Perubahan (Ed.2017) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 -
2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan
memberikan kita kemudahan dalam mewujudkan Kepulauan Riau Sehat Mandiri

dan Berkeadilan.

Tanjungpinang, Desember 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DirTH. TIETIEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19600603 198303 1 013
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Email : perencanaan@dinkesprovkepri.org Website : www.dinkesprovkepri.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 573 /SK-Dinkes/VI/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan
pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif memuat program-program pembangunan
kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan
menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis
(Perubahan) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016-2021 perlu membentuk Tim,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurup a, b dan hurup c perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 No.11);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun
2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara  Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019.

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, sebagaimana yang disebut
pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab
untuk menyusun Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau;

Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana
Strategis (Perubahan) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021 di bebankan pada APBD Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2017;

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 2 Juni 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19600630 198303 1 013
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RENSTRA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis.

Urusan kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan yang wajib
dilaksanakan di daerah, urusan kesehatan harus dilaksanakan secara sungguh-
sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu
meningkatakan derajat kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2017, telah dilakukan perubahan atas pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021. Perubahan RPIJMD Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49).

Menindaklanjuti perubahan tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun perubahan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Dinas Kesehatan
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan
kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan

dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai
salah satu bentuk upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan
kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah
disusun pada RPIJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersifat dokumen perencanaan jangka
menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, sebagai dasar penilaian kinerja
pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi acuan dalam

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Renstra merupakan penjabaran Visi, Misi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Dalam mewujudkan pencapaian Visi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau * Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai
Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah
Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim’' maka Dinas Kesehatan Provinsi
kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab
dalam menjalankan misi ke-empat yaitu Meningkatkan derajat kesehatan,
kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun
2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau;
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Dinas Kesehatan
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15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang
Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

17.Perubahan RPIMD Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
DaerahPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

19.Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia ~ Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2015-2019;

20.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dengan

memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2021.
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Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu
strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk
mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi
kepala daerah;

2. Merumuskan arah pembangunan kesehatan sebagai acuan bagi

pengembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kota.

3. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
dalam menjalankan program/ kegiatan tahunan yang dituangkan dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.

4. Sebagai tolak ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disusun
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan
Bab II Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan.
Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan visi-misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra
Kementerian Kesehatan RI, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dna penentuan isu strategis.
Bab IV Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berisi visi dan misi kepala
daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan jangka menengah

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
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Bab V

Bab VI

Bab VII

Lampiran

RENSTRA
2016-2021

Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif berisi tabel rencana program kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yag
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penutup berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau

2.1.1.Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang

ditugaskan kepada Provinsi.

2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum
di bidang kesehatan;

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh

Gubernur.
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2.1.3.Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang

Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretariat

— Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program,

anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu

Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

— Fungsi :

a.
b.

Pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
Pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di
bidang kesehatan;

Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan Dinas;

Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi
pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,
pembinaan disiplin, pensiun serta kesejahteraan pegawai Dinas dan
UPTD;

Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan
dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan
perpustakaan dan kearsipan Dinas;

Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan,
ketatalaksaanaan Dinas dan UPTD;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

Dinas Kesehatan
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. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian
Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
Pelaksanaan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;

Pelaksanaan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan

kebijakan;

. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan

Sekretariat dan Dinas;
Perencanaan  operasional, mengontrol  dan mengevaluasi

penyelenggaraan urusan keuangan dan perbendaharaan;

. Pemberian petunjuk dan arahan serta mengevaluasi penyelenggaraan

urusan perencanaan, pendataan dan pelaporan; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

— Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
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Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

— Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta

surveilans dan imunisasi.

— Fungsi :

a.

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan
imunisasi;

Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan
imunisasi;

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta
surveilans dan imunisasi;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan
imunisasi;dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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4) Bidang Pelayanan Kesehatan

— Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi :

a.

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan  kesehatan primer dan pelayanan  kesehatan
rujukantermasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan
tradisional;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

— Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan

Jaminan Kesehatan.

Fungsi :

a.

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),
sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan;
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b. Pelaksanaan kebijakan operasional

di
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bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber

daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),

sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber

daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

adalah seperti bagan berikut ini :

[ KEPALA DINAS KESEHATAN |

SEKRETARIS

KEPALA SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI

KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN

KEUANGAN DAN ASET

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG

KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN

SUMBER DAYA KESEHATAN

— T
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KESEHATAN KELUARGA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN | PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN DAN ALAT
DAN GIZI MASYARAKAT PENYAKIT MENULAR PRIMER KESEHATAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN | PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYAKIT TIDAK MENULAR RUJUKAN KESEHATAN
DAN KESEHATAN JIWA
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN SURVEILANS DAN | PELAYANAN KESEHATAN PEMBIAYAAN
KESEHATAMN KERJA DAN OLAH RAGA| IMUHNISASI TRADISIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN
I ]
UPT DINAS:
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 1 |RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG

m

RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNG UBAN

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2016

Gambar 2.1.
SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
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Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Gambar 2.1.,
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4
(empat) Bidang. Sekretariat memiliki 3 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki
3 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang
dan eselon IV sebanyak 15 orang.

Terdapat dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau yaitu RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan RSUD
Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban. Detail rencana strategis 2 UPT tersebut,
disusun dalam bentuk lampiran Rencana Strategis UPT Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

2.2 Sumber Daya
Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
terdiri atas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Asset. Dijabarkan secara

rinci, yaitu :

2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki
sumber daya manusia (SDM) sejumlah 145 orang yang terdiri atas SDM Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sejumlah 105 Orang dan SDM non PNS sejumlah 40 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil

PNS Golongan (orang)

No Jabatan IV III II I

L P/  L|P|L|P|L P
1 | Pejabat eselon II 1
2 | Pejabat eselon III 4 1
3 | Pejabat eselon IV 1 6 8
4 | Staf PNS 13| 52| 4] 15

Jumlah 6 1/ 19 60 4| 15| 0] O
Total PNS 105
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Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 29 orang
(28%) dan PNS Perempuan sejumlah 76 orang (72%). Jumlah PNS golongan IV

sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 79 orang dan golongan II sebanyak 19

orang. Berikut ini rincian SDM non PNS :

Tabel 2.2.
Jumlah SDM Non PNS
Jenis
No Penempatan Kelamin | Jumlah
L P

1 | Bidang Sekretariat 8 5 13
2 | Bidang Yankes 4 3 7
3 | Bidang P2PL 3 3 6
4 | Bidang Pengembangan 2 0 2
5 | Bidang Promkes dan Kesga 4 8 12
Jumlah Non PNS 21 19 40

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat terlihat bahwa jumlah SDM non PNS antara

laki-laki dan perempuan hampir sebanding, dengan perincian laki-laki sejumlah

21 orang (52,5%) dan perempuan sejumlah 19 orang (47,5%). Bidang

sekretariat memiliki jumlah SDM Non PNS yang lebih banyak berbanding bidang

lainnya (13 orang). Rinician SDM berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut

Tabel 2.3.
Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jenis
No | Tingkat Pendidikan Kelamin Jumlah | %
L P

1. | Pasca Sarjana (S2) 9 9 18| 12.4
2. | Sarjana (S1/DIV) 21 52 73| 50.3
3. | Diploma III (D III) 10 24 34| 23.4
4. | SMA 11 8 17| 13.1
5. | SMP - 1 0.7

Total 51 924 145 | 100
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Tabel 2.3. menunjukkan sebagian besar SDM (PNS dan Non PNS) memiliki
tingkat pendidikan Sarjana/DIV dengan jumlah sebanyak 73 orang (50,3%),
selanjutnya tingkat pendidikan DIII mendominasi yaitu sebanyak 34 orang
(23,4%). SDM dengan tingkat pendidikan pascasarjana sejumlah 18 orang
(13%).

Distribusi SDM di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan RSUD
Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau diuraikan melalui Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4.
Jumlah SDM UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah SDM
NO Profesi RSUD Prov Kepri | RSUD Prov Kepri
Tanjungpinang Tanjung Uban
1 | Dokter Spesialis 31 13
2 | Dokter Umum 18 8
3 | Dokter Gigi 4 3
4 | Perawat dan Bidan 216 109
5 | Penunjang Medis 51 41
6 | Penunjang Non Medis 197 159
Jumlah 517 333

Berdasarkan Tabel 2.4., pada tahun 2016, jumlah SDM RSUD Provinsi
Kepulauan Riau Tanjungpinang sebanyak 517 orang dengan jenis profesi
terbanyak yaitu perawat dan bidan. Untuk RSUD Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Uban memiki jumlah SDM sebanyak 333 orang dan jenis profesi

terbanyak yaitu penunjang non medis dengan jumlah 159 orang.
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2.1.2. Sumber Daya Asset

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini
rincian asset yang dikelola hingga tahun 2016 :

Tabel 2.5.
Daftar Asset Yang dikelola

No Nama Barang Satuan | Jumliah Kondisi
1 | Global Positioning System (GPS) Unit 1 Baik
2 | Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain Unit 2 Baik
3 | Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio Unit 3 Baik
4 | Filling Besi/Metal Unit 23 Baik
5 |Brand Kas Unit 5 Baik
6 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Unit 66 Baik
7 | Kursi Besi/Metal Unit 50 Baik
8 | Meja Rapat Unit 3 Baik
9 | Kursi Tamu Unit 71 Baik
10 | Kursi Putar Unit 19 Baik
11 | AC Split Unit 12 Baik
12 | Televisi Unit 26 Baik
13 | Amplifier Unit 1 Baik
14 | Loudspeaker Unit 1 Baik
15 | Teralis Unit 2 Baik
16 | Alat Pemadam Portable Unit 24 Baik
17 | P.C Unit/ Komputer PC Unit 28 Baik
18 | Laptop Unit 62 Baik
19 | Note Book Unit 25 Baik
20 | Printer Unit 24 Baik
21 | Meja Kerja Unit 100 Baik
22 | Kursi Rapat Pejabat Eselon III Unit 1 Baik
23 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Unit 24 Baik
24 | Proyektor + Attachment Unit 10 Baik
25 | Operating Table Unit 2 Baik
26 | Ventilator Unit 3 Baik
27 | Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Unit 48 Baik
28 | Alat Kedokteran Umum Lain-Lain Unit 39 Baik
29 | Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain) Unit 1 Baik
30 | Electrostatic Tester Unit 1 Baik
31 | CCTV Unit 1 Baik
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No Nama Barang Satuan | Jumlah Kondisi
32 | Kendaraan Roda Dua Unit 8 Baik
33 | Kendaraan Roda Empat Unit 9 Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
2.3.1. Kinerja Umum

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi
perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan
lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan
penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan,
manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan
termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Gubernur.

2.3.2. Kinerja Khusus

Kondisi Kesehatan masyarakat yang prima merupakan salah satu faktor
penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan sekaligus sebagai
target yang harus dicapai dan diwujudkan oleh pemerintah. Pencapaian target
pembangunan kesehatan berkontribusi dalam pencapaian ukuran pembangunan
manusia (Human Development Index) dan tujuan pembangunan milenium
(Milenium Development Goals). Dengan wilayah geografis yang sangat luas pada
pulau-pulau yang terpisah oleh laut, pembangunan kesehatan di Kepulauan Riau
mempunyai tantangan berat menyediakan sarana, prasarana dan tenaga
kesehatan untuk menjamin setiap penduduk agar mau dan mampu mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada
saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang

lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau
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pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan,
terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau
terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan
dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC)
atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar
dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran
kasus kematian ibu dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6.
Jumlah Kasus Kematian Ibu berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2016

No Nama Kabupaten Kota 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | Karimun 7 7 7 13 5 6
2 | Bintan 6 10 5 4 6 4
3 | Natuna 2 5 7 2 1 1
4 | Lingga 5 7 4 2 1 5
5 | Batam 25 22 20 39 43 29
6 | Tanjungpinang 8 5 8 11 7 0
7 | Kep. Anambas 2 1 2 1 2 4

Jumlah 55 57 53 72 65 49

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, 2011-2016

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya
kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu,
atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai
usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). AKB Provinsi
Kepulauan Riau dari tahun 2010 — 2014 menunjukkan penurunan berdasarkan
kematian yang dilaporkan (tidak melalui data survey). Pada tahun 2010 AKB
sebesar 20,5 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 16 per 1.000 kelahiran
hidup. Angka tersebut telah melebihi target MDGs untuk AKB sebesar 23 per
1.000 kelahiran hidup. AKB yang relatif kecil disebabkan karena pelaporan rutin

kematian bayi, hanya pada tingkat fasyankes pemerintah sehingga dimungkinkan
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banyak kasus yang tidak terlaporkan. Oleh sebab itu, disepakati sumber data AKB

yang dipakai adalah hasil Survei Demografi Kependudukan (Badan Pusat
Statistik) untuk penetapan target indikator AKB Tahun 2016-2021, dengan data
awal AKB sebesar 35 per 1.000 KH (SDKI Tahun 2012). Kematian pada bayi

antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis,

Kelainan conginital, dan Icterus. Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui bahwa

jumlah kematian bayi tertinggi berada di Kota Batam, dan terendah di Kabupaten

Kepulauan Anambas.

Tabel 2.7.

Jumlah Kasus Kematian Bayi berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2016

No Nama Kabupaten 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Kota

1 | Karimun 63 77 76 104 80 o7
2 | Bintan 50 34 23 7 32 26
3 | Natuna 12 9 16 17 24 18
4 | Lingga 25 25 25 2 23 25
5 | Batam 122 | 106 44 303 | 228 138
6 | Tanjungpinang 44 36 40 40 38 49
7 | Kep. Anambas 25 10 17 17 21 13

Jumlah 341 297 | 241 490 | 446 326

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, 2011-2016

Kinerja berkaitan dengan upaya kesehatan antara lain terlihat dari

indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita, Persentase gizi buruk,

serta prevalensi/kejadian penyakit menular dan tidak menular. Capaian kinerja

Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada

Tabel 2.8.
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Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

RENSTRA

NO

Indikator
Kinerja

Satuan

Target Renstra OPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Urusan
Kesehatan

Angka Kematian
Ibu (AKI) per
100.000 KH

per
100.000
KH

200

150

125

100

90

121

112

97

137

144

165

134

129

73

63

Angka Kematian
Bayi (AKB) per
1.000 KH

per 1.000
KH

20

19

18

17

16

28

22

21

16

14

71

86

86

106

114

Persentase balita
gizi buruk

%

3.8

3.2

2.5

0.9

0.58

0.61

0.53

0.46

422

552

492

472

435

Cakupan
Komplikasi
Kebidanan yang
ditangani

%

58.5

63

67

70

75

66

56

69

76

91.5

113

89

102

109

122

Prevalensi
HIV/AIDS Persen
dari total populasi

%

<1

<1

<1

<0.5

<0.5

0.19

0.23

0.26

0.33

0.38

521

430

381

148

129

Angka kejadian
Malaria

per 1000
penduduk

<1

1.99

1.24

1.13

0.65

0.18

201

242

177

154

550

Rasio dokter per
100.000
penduduk

per
100.000
penduduk

27

28

32

36

40

46

47.9

48

61.5

44

169

171

150

171

111

.
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Indikator

Target Renstra OPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

NO Kinerja Satuan
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 | Rasio dokter per 100. 10 10 10 10 10 10 12 12 15| 19 95 119 119 148 187
spesialis per 100. 000
000 penduduk penduduk
9 | Rasio posyandu per 1.000 | 5.1 5.2 5.4 5.6 6 7.1 8.3 5.7 5.6 6.1 139 160 106 100 102
per satuan balita balita
10 | Jumlah unit 3 3 3 5 10 2 3 5 8| 11 67 100 167 160 110
puskesmas yang
dibangun
11 | Rasio Puskesmas Per 3.87 | 391 | 3.94 | 3.97 4 359 | 342| 3.36| 3.57 4 93 87 85 90 96
terhadap 100.000 | 100.000
Penduduk Penduduk
12 | Rasio rumah sakit per 0.14| 0.14| 0.15| 0.15| 0.15| 0.13| 0.13| 0.13| 0.13| 0.15 92 93 90 88 103
per 10.000 10.000
penduduk penduduk
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Berdasarkan tabel 2.8 diketahui bahwa persentase balita gizi buruk menurun
cukup signifikan dari 0,9% di tahun 2011 menjadi 0,46% di tahun 2015. Pada tabel 2.9.
Persentase balita gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011 - 2015
mengalami penurunan, dari sebesar 3,77% menjadi 2,16%. Berdasarkan Tabel 2.9,
diketahui bahwa kasus gizi kurang tertinggi di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.9.
Balita Gizi Kurang per Kota/Kabupaten Tahun 2011-2015 (%)

No Nama Kabupaten Kota 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Karimun 13,13 8,01 5,93 6,53 5,32
2 | Bintan 1,92 2,37 3,29 2,37 2,58
3 | Natuna 11,25| 21,77 | 12,59 5,58 7,43
4 | Lingga 8,28 4,12 4,92 4,32 4,32
5 | Kota Batam 2,84 2,50 1,30 1,73 1,59
6 | Kota Tanjungpinang 5,03 0,76 0,30 3,49 4,06
7 | Kep.Anambas 6,71 | 10,04 | 10,04 7,72 3,53
Jumlah 3.77 2.67 3.60 2.16 2.16

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, Diolah

Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan
pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan
faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam
penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan
kerjasama lintas sector antar instansi pemerintah. Dilihat persebarannya, persentase gizi
kurang tertinggi berada di Kabupaten Natuna, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas,
seperti terlihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 2.8, diketahui bahwa prevalensi HIV AIDS pada penduduk
dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan angka dengan kecenderungan
meningkat dari 0,19% menjadi 0,38%, hal serupa juga terjadi pada proporsi penduduk
yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral meningkat dari
29% di tahun 2011 menjadi 64,8% ditahun 2015. Angka kejadian Tuberkulosis TB adalah
semua kasus TB dalam 100.000 penduduk pada suatu wilayah dan tahun tertentu. Di
Provinsi Kepulauan Riau angka cenderung meningkat dari sebesar 107/100.000
penduduk pada tahun 2011 menjadi 137 per 100.000 penduduk ditahun 2015. Angka
Keberhasilan Pengobatan TB (success rate) masih belum optimal, dengan rata-rata

kesembuhan 46% per tahun. Angka Kejadian Malaria menurun bila dilihat dari tahun
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2011-2015 yaitu dari 1,99 per 1.000 penduduk berisiko menjadi 0,18 per 1.000 penduduk
berisiko. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2015,
capaiannya meningkat menjadi sebesar 71%.

Peningkatan sarana prasarana fasyankes dasar dan rujukan secara unit cukup
signifikan, namun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Provinsi
Kepulauan Riau tiap tahunnya. Terdapat 11 unit pembangunan puskesmas dari tahun
2011-2015, dengan rasio puskesmas di tahun 2015 sebesar 3,57 per 100.000 penduduk.
Rasio rumah sakit per 10.000 di tahun 2015 sebesar 0,15/10.000 penduduk meningkat
berbanding tahun 2011 yang hanya 0,13/10.000 penduduk. Secara kuantitas dan rasio,
Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi standar tenaga medis, namun dikarenakan
penyebarannya yang belum merata menyebabkan beberapa kabupaten/kota seperti
Lingga dan Kep. Anambas masih kekurangan tenaga medis khususnya dokter spesialis.
Dokter spesialis untuk dua kabupaten ini masih bersifat residen.

Berdasarkan hasil evaluasi atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-
2015 terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai yaitu Angka usia harapan hidup,
Angka Kematian Ibu, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization UCI,
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan Kunjungan
Bayi, Penggunaan Kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (kondom wanita),
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, Proporsi anak balita yang tidur
dengan kelambu berinsektisida, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam program DOTS, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam
program DOTS.

Beberapa penyebab capaian indikator tersebut belum memenuhi target
dikarenakan penentuan target yang terlalu optimis, beberapa target kinerja dalam Urusan
Kesehatan yang bukan kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
maupun OPD teknis Bidang Kesehatan, adanya target kinerja yang bersifat survei perilaku
dan berkaitan langsung dengan anggaran sehingga tanpa ketersediaan anggaran survei
ataupun ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan berdampak langsung terhadap
ketersediaan data capaian. Contoh pada indikator proporsi anak balita yang tidur dengan
kelambu berinsektisida yang harus dilakukan survei, dan Peningkatan Puskesmas

/pembangunan puskesmas yang sangat terkait dengan ketersediaan anggaran.
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Penghargaan yang telah diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2010
sampai dengan 2015 dalam bidang kesehatan yaitu Penghargaan Predikat Kepatuhan
Standar Pelayanan Publik UU No. 25 Tahun 2009 dari OMBUDSMAN Kepada Unit
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan; Penghargaan Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD PG) dari Kementerian PPN/BAPPENAS; Piagam Penghargaan
Museum Rekor Indonesia (MURI) Panitia Hari Kesehatan Nasional (HPN) ke 50;
Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika, Rekor MURI Penyelenggaraan Operasi Katarak
terhadap 400 Pasien dilaksanakan dalam Tempo 10 Jam; Apresiasi atas Integrasi
Jamkesda dalam Program Jaminan Kesehatan nasional —Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari
BPJS Kesehatan.

2.3.3. Analisis pengelolaan pendanaan OPD
Dari segi pendanaan, pada Tabel 2.9. terlihat perbandingan antara pagu anggaran
yang tersedia dan realisasi anggaran bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011-2015. Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

pada tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif namun terlihat tren penurunan. Realisasi

anggaran tertinggi yaitu 94% di tahun 2012, dan realisasi capaian terendah berada di

tahun 2015 yaitu sebesar 75%. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam peningkatan

akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, yaitu
sebagai berikut :

— Adanya Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi APBD Tahun 2015 yang perlu ditindaklanjuti
sesuai dengan kaidah PP 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota sehingga terjadi keterlambatan dalam progress pelaksanaan APBD.

— Kebijakan anggaran kas yang mengikat dengan sistem penjadwalan penarikan per
bulan, sehingga pencairan keuangan harus sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan. Berbeda dengan sistem anggaran kas tahun 2014 yang lebih fleksibel
dengan sistem perencanaan penarikan per triwulan.

— Terjadi defisiensi anggaran pada pertengahan tahun anggaran yang menyebabkan
efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dari total pagu anggaran
semula sebesar Rp. 96.240.950.000,- menjadi Rp.66,996,037,610,-. Pengurangan

anggaran berimbas pada pelaksanaan kegiatan.
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— Adanya kekosongan kas daerah pada akhir tahun menyebabkan beberapa kegiatan
dengan jadwal pelaksanaan akhir tahun/ kegiatan fisik dengan penyelesaian akhir
tahun mengalami penundaan pembayaran dengan belum diterbitkannya Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah
dikeluarkan. Terdapat 55 SPM yang belum dibayarkan dengan jumlah sebesar Rp.
9.856.668.182,-

Pada tahun 2011, terdapat 16 Program yang telah diakomodir pada DPA Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
merupakan program dengan porsi terbesar yaitu mencapai 48 Milyar. Ditahun 2013,
terdapat perubahan nomenklatur 12 nama program. Secara rinci dapat dilhat pada tabel
2.10 berikut ini :
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Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

(Dalam Juta)

. Rasio antara Realisasi dan
(I\; Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Anggaran Tahun ke-
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 | Program Pelayanan 4,135 | 14,187 | 4,017 | 4,216 | 4,479 | 3,662 | 14,044 | 3,648 | 3,969 | 4,252 89 99 91 94 95
Administrasi
Perkantoran
2 | Program Peningkatan 140 50 84 125 60 106 44 61 100 51 76 88 73 80 85
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3 | Program Obat dan 1,700 | 1,921 1,608 | 1,868 95 97
Perbekalan Kesehatan
4 | Program Upaya 1,717 611 1,407 540 82 88
Kesehatan Dasar
5 | Program Promosi 2,825 | 942 2,677 845 95 90
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
6 | Program Perbaikan Gizi | 575 376 481 267 84 71
Masyarakat
7 | Program 1,010 385 829 323 82 84
Pengembangan
Lingkungan Sehat
8 | Program Pencegahan 1,840 | 2,246 1,150 | 1,399 63 62
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
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Rasio antara Realisasi dan

g Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Anggaran Tahun ke-

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 | Program Pelayanan 2,435 604 1,971 474 81 79

Kesehatan Penduduk
Miskin dan Penyakit
Beresiko

10 | Program Pengadaan, 1,343 | 5,784 | 7,505 | 31,537 | 6,625 372 5,224 | 7,212 | 31,013 | 3,400 28 90 96 98 51
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya

11 | Program Pengadaan, 48,18 | 13,230 | 2,580 | 10,211 | 5,701 | 42,122 | 13,206 | 2,507 | 9,419 | 4,183 87 100 97 92 73
Peningkatan Sarana 0
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit
Mata

12 | Program Peningkatan 600 750 569 579 95 77
Kesehatan Ibu dan
Anak

13 | Peningkatan SDM 11,95 | 3,389 9,236 | 3,295 77 97
Kesehatan dan 9
Pelayanan Kesehatan
14 | Kebijakan dan 3,244 | 2,964 1,939 | 2,530 60 85
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
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Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Penelitian dan | 750 195 662 190 88 97
Pengembangan
Kesehatan
16 | Program Upaya 444 2,828 110 2,827 25 100
Kesehatan Rujukan

Revisi Nama
Program di Tahun
2013

1 | Program peningkatan 1,008 416 715 974 404 696 97 97 97
sarana dan prasarana
aparatur

2 | Program peningkatan 200 258 192 256 96 99
disiplin aparatur
3 | Program peningkatan 263 147 180 160 113 174 61 77 97
kapasitas sumber daya
aparatur

4 | Program dukungan 2,844 | 1,615 | 1,990 2,106 | 1,374 | 1,437 74 85 72
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya

5 | Program peningkatan 21,873 | 26,357 | 24,127 20,750 | 24,316 | 19,628 95 92 81
upaya kesehatan
6 | Program 16,975 | 1,971 | 4,222 14,876 | 1,949 | 2,931 88 99 69
pengembangan dan
pemberdayaan sumber
daya manusia
kesehatan

7 | Program peningkatan 2,898 | 1,780 | 1,479 2,306 | 1,542 | 1,027 80 87 69
kesehatan ibu dan

.

Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-

Gl= 02
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(I\; Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Ras,;ﬁ:::f;: 5:2:?;:1“
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
anak/ perbaikan gizi
masyarakat
8 | Program pengendalian 5415 | 2,337 | 2,631 3,682 | 2,066 | 1,720 68 88 65
penyakit dan
penyehatan lingkungan
9 | Program kefarmasian 3,591 | 3,214 | 2,599 3,024 | 1,069 | 1,499 84 33 58
dan alat kesehatan
10 | Program 1,144 864 1,025 954 798 653 83 92 64
pengembangan data
dan/informasi
11 | Program 951 319 722 375 284 650 39 89 90
penanggulangan
kemiskinan
12 | Program perencanaan 637 250 353 603 208 337 95 83 96
pembangunan daerah
JUMLAH 82,898 | 50,462 | 71,985 | 85,617 | 56,908 | 68,901 | 47,655 | 63,430 | 78,880 | 42,638 | 83 94 88 92 75
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau

2.4.1 Tantangan

Beberapa faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam pembangunan di
Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepri
(Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung
dengan Negara Tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Jarak Tempuh Antar Kabupaten/Kota dan jarak tempuh antar kecamatan
yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan akses ke pelayanan
kesehatan. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean menjadikan persaingan dengan
negara lain semakin besar, menjadi tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu
dan keahlian khususnya tenaga kerja bidang kesehatan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal
ini dapat dilihat dari jumlah pulau yang dihuni hanya 394 pulau yang sudah
berpenghuni dari 2.401 pulau. Jumlah penduduk semakin bertambah, menjadi
tantangan dalam penyediaan mutu dan kualitas fasyankes sesuai standar agar dapat
diakses serta dimanfaatkan oleh setiap penduduk. Dependency Ratio Provinsi
Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 44,41, yang berarti setiap 100 orang
produktif menanggung 44 sampai dengan 45 orang tidak produktif. Secara teoritis
pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai memasuki era Bonus
Demografi, karena setiap 1 orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 2 orang
(atau lebih) penduduk usia produktif.

Migrasi penduduk yang cukup tinggi terjadi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kota Batam dengan penduduk hampir 50% dari jumlah keseluruhan penduduk
Kepulauan Riau, terkenal disebut kota industri dan kota wisata menarik banyak
kunjungan baik sementara ataupun menetap. Hal ini menjadi tantangan terutama
dalam penanggulangan penyakit menular seperti HIV AIDS dan New Emerging
Diseases (Flu burung, SARS dan lainnya).

Perubahan iklim adalah perubahan sistem cuaca dunia yang disebabkan oleh
manusia. Dampak langsung dari perubahan iklim antara lain, naiknya air laut, naiknya
suhu, terganggunya ketersediaan air bersih, dan pergantian cuaca. Seluruh dampak

ini biasanya akan diikuti dengan dampak sosial dan peningkatan masalah kesehatan.
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sebagai contoh yaitu adanya tren peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
yang berfluktuatif dikarenakan perubahan musim yang berubah-ubah.

Tahun 2015 merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium
Development Goals (MDGs). Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi
Sustainable Developmet Goals (SDGs). Agenda pembangunan SDGs merupakan
keberlanjutan dari MDGs. Meskipun MDGs telah mencapai sejumlah pencapaian
berarti, beberapa tantangan masih membutuhkan usaha bersama untuk mempercepat
perbaikannya. Terdapat 3 masalah kesehatan yang belum terselesaikan dalam MDGs
yaitu :

— Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Neonatal (AKN)

— HIV/AIDS, TB dan Malaria

— Akses kesehatan reproduksi (termasuk KB, ASFR)

Enam perhatian baru bidang kesehatan dalam mendukung SDGs adalah
kematian akibat penyakit tidak menular, penyalahgunaan narkotika dan alkohol,
kematian dan cedera kecelakaan lalu lintas, universal health coverage, kontaminasi

dan polusi air, udara dan tanah, penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

2.4.2 Peluang

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pembangunan
Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adanya dukungan pemerintah pusat
dalam pembangunan Provinsi Kepri dan pengembangan wilayah terluar/perbatasan
semakin meningkat, sebagaimana tertuang dalam RPIJMN 2015-2019. Adanya
komitmen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik bidang
kesehatan berupa ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik
maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya, ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi
seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas
pelayanan kesehatan.

Dari segi internal, terdapat peluang pada letak geografis Provinsi Kepulauan
Riau yang strategis, berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia,

Vietnam Dan Kamboja berpeluang meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan.
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2016-2021

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam
lima tahun terakhir, pada tahun 2009 sebesar 7,98% menurun pada tahun 2014
menjadi sebesar 6,70%. Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) dari tahun ke tahun
mencerminkan adanya peningkatan kualitas derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan

Riau.

Dinas Kesehatan
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang diidentifikasi pada pembangunan kesehatan berdasarkan
evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :

a) Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten/Kota

b) Masih ditemukannya penderita gizi buruk dan gizi kurang di kabupaten/kota

c) Belum optimalnya pelaksanaan preventif dan promotif pada pembangunan
kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau

d) Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat

e) Belum tertanggulanginya peningkatan kasus penyakit menular dilihat dari
peningkatan kasus HIV AIDS, TB, DBD dan lainnya. Masih ditemukannya kasus
Kusta, Malaria, Filariasis di beberapa kabupaten/kota serta belum optimalnya
pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Kepulauan Riau. Terjadi tren
peningkatan kasus penyakit tidak menular seperi hipertensi, diabetes.

f) Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasyankes dasar dan
rujukan serta kesiapan akreditasi fasyankes.

g) Belum terpenuhinya Universal Health Coverage jaminan kesehatan pada penduduk
dan belum sepenuhnya integrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan
nasional.

h) Belum optimalnya penyediaan, penyebaran, mutu obat, serta pemanfaatan bahan
baku dan obat tradisional.

i) Belum optimalnya pemenuhan kuantitas, pemerataan dan kompetensi SDMK di
Provinsi Kepulauan Riau

j) Belum optimalnya manajemen dan pengembangan sistem informasi kesehatan di

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 — 2021
adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang
Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang
Maritim”. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 9 misi yang saling

mendukung, dengan rincian :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis,

berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur
berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar

kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber

Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian
untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi

kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal

(investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan

dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur
birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk pembangunan kesehatan mengacu pada Misi ke-4 vyaitu

“"Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan
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kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)".
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan prioritas peningkatan pelayanan dasar
dengan target penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Lingga di Daik,
Persiapan Pengembangan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang menjadi
Rumah Sakit Modern Kelas Dunia (World Class) di Provinsi Kepulauan Riau. Telaahan
faktor pendorong dan penghambat atas program prioritas Gubernur Kepulauan Riau
melalui Tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat
Program Prioritas Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016-2021

VISI:

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang
Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang

Maritim

MISI:

“Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan
kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)".

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten

Lingga, dengan faktor penghambat :

- Belum adanya kepastian
penganggaran pembangunan dan -
penyediaan sarana prasarana
pendukung dari APBD Provinsi
maupun APBD Kabupaten Lingga -

1. Pembangunan Rumah Sakit
Kabupaten Lingga, faktor
pendorong :

Telah tersedianya DED dan

lahan pembangunan RS di

Lingga

Proses hibah telah dilakukan

Tahun 2017

. Pengembangan RSUD Provinsi

Kepulauan Riau Tanjungpinang menjadi

Rumah Sakit Modern Kelas Dunia ( World

Class) di Provinsi Kepulauan Riau dengan

faktor penghambat :

- kurangnya minat tenaga spesialis dan
sub spesialis untuk ditempatkan di
Tanjungpinang tanpa adanya
dukungan insentif yang memadai

- sulitnya menjadi RS Kelas B
Pendidikan dengan syarat harus ada

Kementerian Kesehatan RI ke
Pemerintahan Kabupaten Lingga
sehingga pemanfaatan alat
kesehatan yang telah ada dapat
dipindah untuk dimanfaaatkan
untuk RS yang baru

Dinas Kesehatan Kabupaten
Lingga telah mengusulkan
pembiayaan pembangunan RS
melalui e-planning Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2017
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Fakultas Kedokteran di 2. Pengembangan RSUD Provinsi
Tanjungpinang Kepulauan Riau Tanjungpinang
- masih perlunya melengkapi sarana menjadi Rumah Sakit Modern Kelas
dan prasarana penunjang RS sesuai Dunia (World Class) di Provinsi
dengan standar world class Kepulauan Riau faktor pendorong :
- RS masih dalam proses akreditasi - Tingginya komitmen Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau untuk
melengkapi sarana dan
prasarana RS

- Adanya dukungan dari
Kementerian Kesehatan RI
untuk RSUD Provinsi Kepulauan
Riau Tanjungpinang melalui
pengalokasian Dana Alokasi
Khusus (DAK)

- Telah ditetapkannya RSUD
Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang menjadi RS
Rujukan Provinsi melalui SK
Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 1080 Tahun 2015

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan

misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan vyaitu:

1.

Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.

Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta
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7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua
kontinum siklus kehidupan (/ife cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki
tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang sama, sesuai yang tertuang

pada Renstra Kementerian Kesehatan RI.
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Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya
kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan
jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan
pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama
dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan

yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

— Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas.

— Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

— Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

— Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

— Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

— Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan

— Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

— Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan

— Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

— Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi

— Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan

— Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Faktor pendorong dan penghambat yag kemungkinan akan dihadapi oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam 5 tahun kedepan dirincikan pada

tabel 3.2 berikut ini :
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Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Kementerian Kesehatan
Berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes RI Tahun 2015-2019

Kebijakan Penghambat Pendorong
- Penguatan Pelayanan - Adanya inkonsistensi penetapan |- Regulasi dari Pemerintah Pusat

Kesehatan Primer (Primary anggaran dan daerah yangg jelas

Health Care) - Adanya moratorium kebijakan terhadap penguatan pelayanan
pusat terkait pengangkatan SDM | kesehatan primer
Kesehatan serta belum adanya |- Bidang Kesehatan menjadi
payung hukum untuk Bidang Prioritas Pemerintah
pengangkatan 5 jenis tenaga Gubernur Kepulauan Riau
strategis kesehatan di - Adanya kebijakan alokasi
puskesmas anggaran sektor kesehatan

- Belum terdistribusi pemerataan sebesar 10%

SDM kesehatan antar
kabupaten/kota

- Belum terpenuhinya sarana
penunjang di fasyankes dasar

- Penerapan Pendekatan - Belum optimalnya komitmen dan |- Telah diterbitkannya Intruksi
Keberlanjutan Pelayanan dukungan Kabupaten/Kota Gubernur No. 3 Tahun 2014
(Continuum Of Care) dalam pelaksanaan Intruksi tentang pelaksanaan imunisasi

Gubernur Kepulauan Riau No. 3 (penerbitan sertifikat sebagai
Tahun 2014. syarat masuk Sekolah Dasar)

- Proporsi pembiayaan kuratif - Komitmen Pemerintah Daerah
lebih besar dari pembiayaan untuk memenuhi sarana dan
preventif dan promosi kesehatan | prasana kesehatan

- Masih minimnya jumlah tenaga |- Adanya Inpres mengenai
sanitarian kewajiban 1 puskesmas 1 desa

- Alokasi DAK Non Fisik diterbitkan | ODF (Open Defecation Free)
Kemenkeu setelah penetapan - Pemerintah Pusat telah
APBD sehingga penyerapan menyediakan bantuan untuk
anggaran harus menunggu operasional pelayanan
penerbitan Perwako/Perbup kesehatan dalam bentuk Dana
terlebih dahulu. Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

- Banyaknya terjadi mutasi - Peningkatan Puskesmas
pegawai tanpa konfirmasi ke Perawatan dari rawat jalan ke
Dinas Kesehatan rawat inap
Kabupaten/kota maupun - Adanya kerjasama lintas sektor
Provinsi dalam hal pembangunan

berwawasan kesehatan
terutama dukungan COC
(BPMD, Biro PP, PKK, Disduk

Capil)
- Intervensi Berbasis Risiko - Kondisi geografis yang - Adanya penetapan wilayah
Kesehatan berbentuk kepulauan Kepulauan Riau sebagai
- Akses transportasi antar pulau wilayah prioritas DTPK
untuk sistem rujukan kesehatan |- Telah ditetapkan RSUD
mahal dan memerlukan waktu Tanjungpinang menjadi
yang lama sebagai tempat

penyelenggraaan pelayanan
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Kebijakan Penghambat Pendorong

- Komitmen Stakeholders TKI-B dan penyusunan regulasi
terhadap pembangunan industri untuk menetapkan RSUD
tidak berbasis kesehatan Prov. Kepri Tanjungpinang
lingkungan sebagai Pusat Rujukan TKI-B

- Tingginya migrasi penduduk - Telah memiliki perangkat
yang terpusat di beberapa penanggulangan bencana
Kabupaten/Kota - Adanya pembiayaan rumah

- Belum terbentuknya manual tunggu kelahiran
rujukan kabupaten/kota (contoh |- Adanya pemberdayaan
: sms pra rujukan) masyarakat dalam bentuk desa

siaga aktif

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus
memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Isu terkait
kesehatan dalam rencana tata ruang wilayah adalah sistem pengelolaan air limbah.
sistem pengelolaan air limbah erat hubungannya dengan sanitasi atau kesehatan
lingkungan, sehingga pengelolaan air limbah ini harus direncanakan dengan sebaik
mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan
sanitasi lingkungan.

Sistem pembuangan air limbah berupa air limbah domestik (rumah tangga),
yang pengelolaan air limbah domestik umumnya dilakukan dengan menggunakan
sistem sanitasi setempat (on site sanitation) berupa jamban, baik yang dikelola secara
individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk.
Sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (off site sanitation) pelaksanaannya
memerlukan biaya yang cukup besar juga dalam pemeliharaannya, sehingga
penggunaan sistem sanitasi terpusat yang ada saat ini diperkirakan hanya dapat
diterapkan untuk wilayah-wilayah komersial dan industri.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi
Kepulauan Riau, bentuk dari Program Pelayanan Kesehatan yang berdampak terhadap
isu KLHS adalah penyediaan Puskesmas/RSUD yang terakreditasi di setiap
Kabupaten/Kota. Implikasi dari akreditasi tersebut adalah terpenuhinya persyaratan

Dinas Kesehatan

40

A




RENSTRA

pengolahan fasilitas medis dengan limbah B3. Mitigasi program dalam mengurangi
dampak limbah tersebut adalah dengan melengkapi fasilitas pengelolaan limbah
domestik dan B3 seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas dan
Rumah Sakit.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2011 — 2015 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam

dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s) maka indikator yang belum

tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penatalaksanaan kasus kematian ibu dan bayi serta kasus gizi
buruk dan gizi kurang.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi salah
satu masalah kesehatan utama di Provinsi Kepulauan Ria. AKI Tahun 2016 sebesar
120/100.000 KH dan belum mencapai target MDGs (102/100.000 KH). Peningkatan
jumlah kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan meningkatnya jumlah
kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang
mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan
risiko tinggi.

Bila melihat hasil survey SDKI tahun 2012, AKB Provinsi Kepulauan Riau masih
berada di angka 35/1.000 KH. Hal ini memungkinkan untuk terjadi karena banyak
kasus kematian bayi yang tidak terlaporkan, terutama pada etnis tertentu. Penyebab
kematian bayi diantaranya asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat
badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk.

Berdasarkan laporan pemantauan pertumbuhan balita diketahui bahwa
Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2016 sebesar
17.7%. Kekurangan gizi pada anak balita antara lain disebabkan belum tepatnya pola
asuh seperti pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI, gizi seimbang,

ekonomi orang tua dan lainnya.
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2. Belum optimalnya pelaksanaan preventif dan promotif pada pembangunan
kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau serta belum optimalnya pengembangan
lingkungan yang sehat.

Penguatan promotif dan preventif masuk dalam 3 pilar utama Program
Indonesia Sehat. Upaya kesehatan promotif dan preventif dilakukan pada berbagai
aspek seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan,
kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal dan MDGs bidang kesehatan.

Permasalahan dalam penganggaran kesehatan yang selama ini ditemui adalah
alokasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif jauh lebih tinggi daripada anggaran
promotif dan preventif, padahal upaya promotif dimaksudkan untuk menjaga dan
meningkatkan kesehatan masyarakat yang sehat agar tidak jatuh sakit. Keadaan
tersebut berpotensi inefisiensi dalam upaya kesehatan.

Belum optimalnya pelaksanaan upaya preventif dan promotif pada
pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dari masih
kurangnya cakupan rumah tangga yang ber PHBS. Cakupan rumah tangga ber PHBS
pada tahun 2015 hanya 45%. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif yaitu sebesar
55.4% di tahun 2015. Minimnya pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja
di Puskesmas. Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat. Hal ini dapat
dilihat dari Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM baru mencapai 11%
di tahun 2015. Dari 7 kabupaten/kota, baru dua kabupaten/kota yang meraih Kota
Sehat.

3. Belum maksimalnya penanggulangan kasus penyakit menular dan tidak menular

Penanggulangan penyakit menular di Kepulauan Riau cukup memuaskan. Pada
penyakit tertentu seperti malaria dan kusta mengalami tren penurunan dilihat dari
capaian tahun 2011-2015, dengan APl (Annual Paracite Incidence) per 1.000
penduduk dari sebelumnya 3.56/1.000 penduduk menjadi 0.18/1.000 penduduk. Saat
ini Provinsi Kepulauan Riau sedang menuju pada tahap eliminasi malaria. Begitu juga
dengan angka Kejadian Kusta per 100.000 penduduk yang menurun dari 0.75 menjadi
0.66 di tahun 2015.
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Hal yang berbeda terjadi pada kasus HIV AIDS dan TB yang mengalami
peningkatan, sedangkan Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk bersifat fluktuatif
dengan rata-rata capaian tahun 2011-2015 sebesar 69/100.000 penduduk. Hal ini
dikarenakan dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang
merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti serta tidak maksimalnya
kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Succes rate dan deteksi TB yang
masih cukup rendah menjadi perhatian khusus dalam penanggulangan TB di Provinsi
Kepulauan Riau. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di
masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak
menular dan degeneratif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker

(keganasan) cenderung meningkat.

4. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar akreditasi

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan upaya Penguatan
Fasyankes terutama dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur yang memenuhi
standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Proses
pemenuhan sarana dan prasarana fasyankes merupakan fase penting dalam proses
pengajuan akreditasi fasyankes. Dimulai tahun 2016, Kementerian Kesehatan RI
mengalokasikan anggaran akreditasi puskesmas dan RS melalui DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan. Terdapat 5 RSUD yang mendapatkan DAK Non Fisik Akreditasi RS dan 4
Kabupaten/Kota yang dialokasikan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas.

Pada tahun 2015, terdapat 8% puskesmas dengan kondisi bangunan rusak
berat, dan terdapat 64% puskesmas dengan alat kesehatan yang belum memenuhi
standar kecukupan, belum terpenuhinya target puskesmas PONED serta belum
tersedianya kesiapan puskesmas BLUD. Dari 28 RS yang ada di Kepulauan Riau, 28%
RS merupakan tipe kelas D/non kelas. Pemenuhan sarana prasarana fasyankes

rujukan dilakukan terutama pada RS pemerintah melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan.

5. Belum optimalnya penyebarannya tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota
Kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional, diantaranya diarahkan

pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Secara bertahap

Dinas Kesehatan

43

A




RENSTRA

pemenuhan tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis telah dilakukan
terutama pada pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK).

Secara rasio, capaian Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator rasio dokter telah
memenuhi target yaitu 44/100.000 penduduk di tahun 2015 (target Indonesia sehat:
40/100.000 penduduk). Hal yang sama juga berlaku untuk rasio perawat dan bidan
yang telah memenuhi target. Namun bila dilihat dari distribusi penyebaran tenaga
kesehatan, hampir 50% masih terkonsentrasi di Kota Batam. Hal ini disebabkan oleh
distribusi penduduk dan perbedaan tingkat pembangunan wilayah antar

kabupaten/kota.

Pemenuhan dokter spesialis dan tenaga strategis menjadi isu penting dalam
pemenuhan SDMK di wilayah Kepulauan Riau. Pada tahun 2015, dokter spesialis yang
ditempatkan di Kabupaten Lingga dan Anambas masih bersifat residen. Pemerintah
daerah berupaya menyediakan dukungan insentif yang cukup memadai namun untuk
beberapa kabupaten/kota tertentu peminatan masih rendah. Persentase Puskesmas
yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, kefarmasian, gizi,

kesmas, analis kesehatan) di tahun 2015 baru mencapai 58%.

6. Belum tercapainya universal health coverage jaminan kesehatan nasional dan
belum sepenuhnya terintegrasi antara jaminan kesehatan daerah ke JKN/KIS
Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada
tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health
Coverage - UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
maupun fasilitas. kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan
pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan
dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat
promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit.
Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase penduduk yang memiliki jaminan
kesehatan mengalami tren peningkatan dari 17% di tahun 2012 menjadi 71% pada
tahun 2015. Namun masih terdapat 70,4% peserta jamkesda yang belum terintegrasi
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ke JKN. Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan peningkatan
jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak segera
diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki potensi untuk meningkatkan
kebutuhan akan obat esensial dan alat kesehatan. Dalam upaya peningkatan
ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat tersebut,
Pemerintah Pusat telah menyusun Formularium Nasional dan e-catalog untuk
menjamin terlaksananya penggunaan obat rasional dan ketersediaan obat.
Permasalahan yang timbul saat ini, adanya ketidakmampuan penyedia obat dalam
memenuhi kebutuhan obat nasional dikarenakan sistem pengadaan obat melalui e-
catalog masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini masih diperberat dengan tingginya
harga obat akibat rantai distribusi yang belum efisien dan bahan baku obat yang masih
diimpor.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau adalah mewujudkan Kepulauan Riau Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan. Untuk mencapai tujuan umum tersebut berpedoman pada Misi Gubernur

Kepulauan Riau.

MISI ke- 4 (Empat) : Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender,
pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Untuk mencapai misi ini, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang

terjangkau dan berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dari 144/100.000 KH
menjadi 128/100.000 KH;

- Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dari 35/1.000 KH
menjadi 30/1.000 KH;

- Menurunnya Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dari
17,07% menjadi 16,2 %

Sasaran 2 : Meningkatkan status gizi
Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Menurunnya persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dari
17.07% menjadi 16.2% ;

Sasaran 6 : Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi

Kepulauan Riau

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
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- Meningkatkan cakupan kabupaten/ kota sehat dari 14,3% menjadi 70%.

Sasaran 4 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS
terakreditasi dari 9,09% menjadi 71,4%;

- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Provinsi dari 71% menjadi 77.5%

- Meningkatkan Status akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang
dari belum terakreditasi menjadi paripurna

- Meningkatkan Status akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban
dari belum terakreditasi menjadi paripurna

- Meningkatkan Persentase Puskesmas Terakreditasi dari 0% menjadi 70%
Sasaran 5 : Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Meningkatkan Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan
Nasional/KIS dari 61% menjadi 85%;

2. Tujuan : Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit
Sasaran : Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Mengendalikan Prevalensi HIV <0.5 %;

- Menurunkan API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk dari
0,41/1.000 penduduk menjadi 0,27/1.000 penduduk;

- Meningkatkan Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000
penduduk dari 139 per 100.000 penduduk menjadi 175 per 100.000 penduduk;

- Menurunkan prevalensi tekanan darah tinggi dari 35% menjadi 30%;

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2016-
2021) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui
Tabel 4.1 :
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Tabel 4.1

RENSTRA

INDIKATOR INDIKATOR KONDIST AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO|  TUIUAN TUIJUAN SASARAN SASARAN 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
1 | Meningkatkan 1. Angka 1. 1. Angka 144 120 132 131 130 129 128
derajat Kematian Ibu | Meningkatkan | Kematian Ibu
kesehatan (AKTI) per derajat (AKI) per
masyarakat 100.000 KH kesehatan 100.000 KH
dengan 2. Angka 2. Angka 35% 35 34 33 32 31 30
pelayanan yang | Kematian Bayi Kematian Bayi BPS
terjangkau dan | (AkB) per (AKB) per 1.000
berkualitas 1.000 KH KH
3. Persentase | 2. 1. Persentase 17,07 17.7 17.4 17.1 16.8 16.5 16.2
kekurangan Meningkatkan | kekurangan gizi
gizi status gizi (underweight)
(underweight) pada anak
pada anak balita)
balita)
6. 1. Cakupan 14,3 43 43 57 57 70 70
Meningkatkan | kabupaten/ kota
perilaku hidup | sehat (%)
bersih dan
sehat di
lingkungan
Provinsi
Kepulauan
Riau
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INDIKATOR INDIKATOR KONDISI AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO|  TUJUAN TUIUAN SASARAN SASARAN 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
4, 1. Persentase 9,09 28,6 42,8 42,8 57,14 57,14 71,4
Meningkatkan | Kabupaten/Kota
mutu yang memiliki
pelayanan minimal 1 RS
kesehatan terakreditasi
2. Status - Madya | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna
akreditasi RSUD
Provinsi

Kepulauan Riau
Tanjungpinang
3. Status - Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna
akreditasi RSUD
Provinsi
Kepulauan Riau
Tanjung Uban

4. Persentase 0 6,49 12 25 38 50 70
Puskesmas
Terakreditasi

5 1. Persentase 61 63 65 70 72 78 85

Meningkatkan | penduduk
kepesertaan dengan
Jaminan kepemilikan
Kesehatan Jaminan
Nasional (JKN)
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INDIKATOR INDIKATOR KONDISI AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO|  TUJUAN TUIUAN SASARAN SASARAN 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
Kesehatan
Nasional/KIS
2 | Meningkatkan 1. Case 2. 1. Prevalensi 0.38 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
upaya Notification Menurunkan HIV
pengendalian Rate (CNR) Angka
dan Semua Kasus | Kesakitan
penanggulangan | TB per Penyakit
penyakit 100.000 Menular dan
penduduk tidak menular
2. Prevalensi 2. API (Annual 0,41 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27
tekanan darah Paracite (*rata-rata
tinggi (%) Incidence) per 2011-2015)
1.000 penduduk
3. Case 139 171 155 160 165 170 175
Notification Rate (rata-
(CNR) Semua rata
Kasus TB per 2015-
100.000 2016)
penduduk
4. Prevalensi 35 22.4 28.7 28.5 28.3 28.1 27.9
tekanan darah (rata-
tinggi (%) rata
2015-
2016)
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel
5.1. berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (Gubernur Kepulauan Riau) :

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah

Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”

MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 4

Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Akselerasi Pemenuhan 1. Meningkatkan Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan | Akses Pelayanan Masyarakat
derajat kesehatan Kesehatan Ibu, Anak, 2. Penerapan Pendekatan
masyarakat Remaja, dan Lanjut Usia Keberlanjutan Pelayanan
dengan pelayanan yang Berkualitas. (Continuum Of Care)
yang terjangkau 3. Intervensi Berbasis Risiko
dan berkualitas Meningkatkan Mempercepat Perbaikan Kesehatan.

status gizi Gizi
Meningkatkan Meningkatkan penyehatan
perilaku hidup lingkungan.
bersih dan sehat
di lingkungan Meningkatkan Promosi
Provinsi Kepulauan | Kesehatan dan
Riau Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatkan Meningkatkan Akses 4. Penguatan Pelayanan
mutu pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Primer (Primary
kesehatan Dasar yang Berkualitas Health Care)
Meningkatkan Akses 5. Meningkatkan Akses dan
Pelayanan Kesehatan Mutu Fasilitas Pelayanan
Rujukan yang Berkualitas Kesehatan
6. Meningkatkan Jumlah, Jenis,
Kualitas Dan Pemerataan
Tenaga Kesehatan
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Meningkatkan 7. Meningkatkan Akses,
Ketersediaan, Mutu Sediaan Farmasi dan
Keterjangkauan, Alat Kesehatan
Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat
Kesehatan
Meningkatkan Memantapkan Pelaksanaan |8. Meningkatkan cakupan
kepgsertaan Sistem Jaminan Sosial kepemilikan jaminan
f(ae?elrrg?an Nasional (SJSN) Bidang kesehatan
Nasional (JKN) Kesehatan
Tujuan 2 Menurunkan Meningkatkan Meningkatkan Pengendalian
Meningkatkan Angka Kesakitan pengendalian dan Penyakit
upaya Penyakit Menular | penanggulangan faktor

pengendalian dan
penanggulangan
penyakit

dan Tidak Menular

risiko penyakit menular
dan tidak menular

5.2.

Fokus Pengembangan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021

Fokus pengembangan pembangunan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk

lima tahun kedepan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Peningkatan sarana prasarana, SDMK di Fasyankes Dasar

2. Penguatan

Kapasitas

Fasilitas

pelayanan

kesehatan

Rujukan  di

Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyediaan dokter spesialis

3. Pengembangan RSUD Provinsi Kepulauan Riau sebagai RS Rujukan ( World Class)

4. Pengembangan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban sebagai RSUD

Rujukan Kasus Kejiwaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

5. Peningkatan penanganan penyakit menular & tidak menular

6. Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Destinasi Health Tourism

7. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Development
Goals (SDGS).
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau, tujuan, sasaran dan
strategi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun
waktu 2016-2021 maka program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut :

1. Program Kesehatan Masyarakat
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan
Remaja; Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat; Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga; Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
Penyehatan Lingkungan.

2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Surveilans dan karantina kesehatan; Pengendalian penyakit tidak menular;
Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang; Pelayanan Kesehatan Jiwa.

3. Program Pelayanan Kesehatan
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar; Sarana Prasarana Kesehatan; Penguatan
Pelaksanaan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan; Pembinaan Pelayanan
Keperawatan dan Keteknisian Medis; Pembinaan Kesehatan Tradisional; Dukungan
pelayanan kesehatan aparatur; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu
Indonesia Sehat.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
kegiatan yang bersumber pendanaan dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) RS.
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. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian; Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan;

Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; Standarisasi, Sertifikasi dan
Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan; Pendidikan Tinggi dan Peningkatan
Mutu SDM; Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi; Perencanaan dan data informasi

SDM Kesehatan; Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan.

. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan;
Pembinaan tenaga kesehatan dan pengembangan karir tenaga kesehatan dan
PNS; Dukungan penyelenggaraan kegiatan kepegawaian; Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan.

. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung;

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

10.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah

Pemenuhan kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparatur.

11.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah

Peningkatan kapasitas aparatur.
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12.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.
13.Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah
Pengembangan data dan informasi kesehatan.
14.Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah

Perencanaan Pembangunan Daerah.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021

Pada Misi ke-4 Gubernur Kepulauan Riau terdapat satu tujuan yang berkaitan
dengan bidang kesehatan yaitu tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat. Kesesuaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-
2021, selanjutnya diuraikan sebagai berikut melalui Tabel 6.1. :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-

2021
Kondisi Kondisi
Kinerja pada . . Kinerja
N Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada
o RPIJMD akhir
periode
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ppyMD
(1) ) @B | @G |6 | O[6 |9 | (10
1. | Angka Kematian Ibu 144 120 132 131 130 129 128 128
(AKT) per 100.000 KH
2. | Angka Kematian Bayi 35% 35 34 33 32 31 30 30
(AKB) per 1.000 KH BPS
3. | Persentase kekurangan 17,07 17.7 17.4 17.1 16.8 16.5 16.2 16.2
gizi (underweight) pada
anak balita)
Dinas Kesehatan
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur terpilih periode 2016-2021. Renstra
Dinas kesehatan provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan
pembangunan kesehatan jangka menengah, yang memiliki kedudukan yang strategis

sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

8.1 Pedoman Transisi

RPIMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu
lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 begitu juga dengan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan
kesehatan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021
berakhir, maka RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini
menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD (Bidang Kesehatan) tahun
pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap
berpedoman pada RPIPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan mengacu
RPIJMN Tahun 2020-2024.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan
acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan
lainnya dalam melaksanakan pembangunan kesehatan hingga tahun 2021. Agar
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan dokumen yang
dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPIMD Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Dinas Kesehatan
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2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang

sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan usaha-usaha untuk
mewujudkan Kepulauan Riau Sehat Mandiri dan Berkeadilan selama 5 (lima) tahun
ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan.

. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran
dokumen RPIMD, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau selama periode lima tahun yaitu tahun 2016-2021.

. Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Satker Bidang Kesehatan se-
Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Renstra OPD harus memperhatikan dan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten/Kota dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
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Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021

Lampiran 1

Data Target Kinerja Program dan gl
Capaian
i Kin::j:“:;::am 1!:::' Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
Tujuan | Sasaran I;ladlkator Kode | Programdan (outcome) dan | Satuan Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Re: st':a SKPD SKPD Lokasi
saran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19 20 21 22 23
Meningkatk |1. Indikator
an derajat |Meningkatka |Sasaran
kesehatan [n derajat Tujuan 1:
masyarakat | kesehatan
dengan 1. Angka Angka Kematian P 132 (rata Kabupaten
pelayanan Kematian Ibu Ibu (AKI) per 100.000 rata Prov /Kota
yang (AKI) per 100.000 KH KH 2015-
terjangkau 100.000 KH 2016)
dan
berkualitas
2. Angka Angka Kematian| per 1.000 35 35 34 33 32 31 30 30 Dinkes Kabupaten
Kematian Bayi Bayi (AKB) per KH Prov /Kota
(AKB) per 1.000 KH
1.000 KH
Indikator |2. 1. Persentase Persentase % 17.07| 17.7| 17.4 17.1 16.8| 16.5 16.2 16.2] Dinkes Kabupaten
Tujuan :  |Meningkatka |kekurangan kekurangan gizi Prov / Kota
n status gizi (gizi (underweight)
(underweight) pada anak
pada anak balita)
balita)
1. Angka |6. 1. Cakupan Cakupan % 14.3| 43 43| 57 57 70 70 70 Dinkes Kabupaten
Kematian [Meningkatka |kabupaten/ kabupaten/ Prov / Kota
Ibu (AKI) [n perilaku kota sehat kota sehat
per 100.000| hidup bersih |(%)
2. Angka |dan sehat di KELOMPOK 249,845,400 1,822,052,000 273,000,000 650,000,000 445,000,000 3,439,897,400
Kematian ~lingkungan KEGIATAN :
Bayi (AKB) |Provinsi Pembinaan
per 1,000 [Kepulauan Kesehatan Ibu
KH Riau dan Reproduksi
3. Angka Kematian|per 144 120(132 (rata| 131 130 129 128 128 Dinkes Kabupaten
Persentase Ibu (AKI) per |100.000 rata Prov /Kota
kekurangan 100.000 KH KH 2015-
gizi 2016)
(underweig
ht) pada
anak balita)
Persentase % 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes Prov | Kabupaten/K
persalinan di ota
fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)
Persentase % 75 80 84 85 87 90 92 92 Dinkes Prov [ Kabupaten/K
Puskesmas ota
yang
melaksanakan
kelas
ibu hamil
Persentase % 85 88 92 95 9 97 97 97 Dinkes Prov | Kabupaten/K
persalinan dengan ota
tenaga kesehatan




Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan N Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

Persentase ibu
hamil yang
mendapatkan
pelayanan
antenatal minimal
4 kali (K4)

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanakan
kelas

ibu hamil

65

75

77

78

80

81

82

82

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Provinsi

Provinsi

Provinsi




Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
KELOMPOK 320,025,650 = 250,000,000 385,000,000 410,000,000 1,365,025,650
KEGIATAN :
Pembinaan
Kesehatan Bayi.
Anak dan
Remaja
Angka Kematian|per 1.000 (35 35 34 33 32 31 30 30 Dinkes Kabupaten
Bayi (AKB) per |KH Prov /Kota
1.000 KH
Persentase % 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes Prov| Kabupaten/K
kunjungan ota
neonatal pertama
(KN1)
Persentase % 73 76 80 82 85 87 90 90 Dinkes Prov| Kabupaten/K
kunjungan ota
neonatal lengkap
(KN3)
Persentase % 38 37 35 33 30 27 25 25 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Penanganan ota
komplikasi
Neonatal

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanakan
penjaringan
kesehatan
untuk peserta
k kelas
7 dan 10

35

40

45

50

55

Dinkes Prov

55 Dinkes Prov

Provinsi

Provinsi




Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran I;:lkator Kode | Program dan "(:;‘:gf,;;‘;g;::," Satuan T:‘:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'g':3‘ast‘::"sal(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan N Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 25 30 35 40 45 50 55 55 Dinkes Prov|  Provinsi
Puskesmas
yang
menyelenggara-
kan
kegiatan

kesehatan remaja

Persentase Kabupaten
kekurangan gizi Prov / Kota
(underweight)

pada anak

balita)

Persentase % 12 11.5 1 10.5 10 9.5 9 9 Dinkes Prov | Kabupaten/K
wasting (kurus ota

dan sangat kurus

pada anak balita)

Persentase Baduta % 2.5 2.3 2 17 1.5 13 11 11 Dinkes Prov | Kabupaten/K
berat badan di o
bawah garis

merah (BGM)

IS



Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran I;:lkator Kode | Program dan K(':,':t':z;z;g‘;::' Satuan T:‘:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'g':;:t‘::"sal(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 22.85 22.35 21.85 21.35 20.85 20.35 20 20 Dinkes Prov| Kabupaten/K
stunting (pendek ota
dan sangat
pendek) pada
anak balita
(bawah lima
tahun)

Persentase Berat
Badan Bayi Lahir
Rendah (BBLR)

Persentase bayi
usia 0-6 bulan

yang mendapat asi|

eksklusif

Persentase remaja
putri usia 12-18
tahun yang
mendapat tablet
tambah darah
(TTD)

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

yang ditimbang
berat badannya

Cakupan % - 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes Prov | Kabupaten/K

penanganan ota

anemia pada ibu

hamil

Persentase Bayi % 92 93 95 95 95 95 95 95 Dinkes Prov | Kabupaten/K

Baru Lahir ota

ditimbang

Persentase balita % 47 50 55 60 65 70 75 75 Dinkes Prov | Kabupaten/K
ota




Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan % ome)dan | Satuan | Awal |Tahun2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan N Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target| Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
upan bal o inkes Prov upaten,
Cak balita % 50 55 57 60 65 70 75 75 Dinkes P Kabupaten/K
ditimbang (D/S) ota

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanakan
kegiatan
kesehatan olah
raga pada
kelompok
masyarakat di
wilayah
kerjanya

Dinkes Prov| Kabupaten/K
ota

Dinkes Prov|Kabupaten/




Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah Kab/Kota 7| 7| 7 7 7| 7 7| 7| Dinkes Prov|Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota
yang
melaksanakan
Survei PHBS

% Dinkes Kabupaten
Prov / Kota

Kebijkan 2 1 1 1 1 1 1 Dinkes Prov|  Provinsi
Publik

% ------ B
ota

% ‘----i--..




Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Prov| Kabupaten/K
kabupaten/kota ota
yang
melaksanakan
penyebarluasan
informasi. edukasi
kepada
masyarakat
Jumlah Kampanye 1 1 2 2 2 2 2 10 Dinkes Prov|  Provinsi
pelaksanaan Kesehatan
kampanye
kesehatan
Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Prov|  Provinsi
Promosi Kesehatan
melalui 3 saluran
media

KELOMPOK
KEGIATAN :
Penyehatan
Lingkungan

Persentase desa
yg memanfaatkan
dana desanya
untuk (UKBM)
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya

Masyarakat

681,173,675

608,351,444/

2,624,845,119

Cakupan
kabupaten/
kota sehat

14.3

43

43

57

57

70

70

70

Dinkes
Prov

Kabupaten
/ Kota

Persentase
Desa/Kelurahan
yang
melaksanakan
STBM

%

11.78]

15.63

20.43|

25.24]

28.85

31.25

33.65

33.65

Dinkes Prov

Kabupaten/
Kota

Persentase
Penduduk Stop
Buang Air Besar
Sembarangan
(BABS)

%

42|

45|

50

55

60

65|

70]

70

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota




Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan N Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 55] 58| 60) 63| 65] 68| 72] 72 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Tempat Umum ota

yang memenuhi
syarat
kesehatan

Persentase sarana
air minum yang
dilakukan

pengawasan

Persentase RS
yang
melakukan
pengelolaan
limbah medis
sesuai
standar

Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
tatanan kawasan
sehat

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Provinsi

Kabupaten/K
ota

Kabupaten/K
ota




Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:?j:lll(’::‘;:am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13] 14 15 16 17| 18 19] 20 21 22 23
dampak kesehatan
akibat perubahan
iklim
4. 1. Persentase
Meningkatka |Kabupaten/Ko
n mutu ta yang
pelayanan | memiliki
kesehatan  |minimal 1 RS
terakreditasi
2. Status Persentase
akreditasi Kabupaten/Kota Prov /Kota
RSUD Provinsi yang memiliki
Kepulauan minimal 1 RS
Riau yang
Tanjungpinan tersertifikasi
akreditasi
3. Status Status % B Madya| Paripurn Paripurna Paripurn Paripurna Parip| Paripu RSUD Prov
akreditasi Akreditasi RSUD a a urna rna Prov Kepri.
RSUD Provinsi Provinsi Kepri Tanjungpi
Kepulauan Tanjungpinang nang
Riau Tanjung (Versi KARS)
Uban
3. Status Status % - Madya| Paripurn| Paripurnal Paripurn Paripurna Parip| Paripu Dinkes Kabupaten
akreditasi Akreditasi RSUD a a urnal rna Prov /Kota
RSUD Provinsi Provinsi Kepri
Kepulauan Tanjungpinang
Riau Tanjung (Versi KARS)
Uban
4. Persentase Persentase % - 6.49 12 25 38 50 70 70 Dinkes Kabupaten
Puskesmas Puskesmas Prov /Kota
Terakreditasi ditasi

10



Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::‘;';am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
5. 1. Persentase Persentase % 61 63 65 70 72 78 85 85 Dinkes Kabupaten
Meningkatka penduduk penduduk Prov /Kota
n dengan d
kepesertaan |kepemilikan kepemilikan
Jaminan Jaminan i
Kesehatan |Kesehatan Kesehatan
Nasional Nasional/KIS Nasional/KIS
(IKN)
KELOMPOK 12,735,717,200 11,931,556,000 10,227,525,560)| 10,682,585,922| 11,540,000,000| 57,117,384,682|
KEGIATAN :
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Rujukan
Persentase % 9.09 28.6 42.8 42.8 57.14 57.14 71.4 71.4 Dinkes Kabupaten
Kabupaten/Kota Prov /Kota
yang memiliki
minimal 1 RS
akreditasi
Persentase % E 15] 35| 63.6) 100 100} 100 100} Dinkes Prov | Kabupaten/K
Pendampingan/Fa ota
silitasi Akreditasi
RSUD
Kabupaten/Kota
Persentase % 28.6 28.6 28.6 42.9 429 42.9 57.1 57.1 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Kabupaten/ ota
Kota dengan
kesiapan
akses layanan
rujukan
Persentase RSUD % 20.0 25.0 36.4 42.0 47.0 65.0 70.0 70.0 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Terakreditasi ota
Jumlah RS RSUD 0 0 2 2 2 2 2 2 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Rujukan Regional ota
dan Provinsi

11



Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase RS % 32.14 37 42 47 52 57 62 62 Dinkes Prov|  Provinsi
(Pemerintah dan /Kabupaten/
Kota

Swasta) dengan
pelaporan Sistem
Informasi Rumah
Sakit (SIRS)
lengkap

Dinkes Prov

Provinsi
/Kabupaten/
Kota

Jumlah kumulatif
RS Pemerintah

Persentase RS

Obstetri Neonatal
Emergensi
Komperhensif)

24,974,864,078

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Provinsi
/Kabupaten/
Kota

Provinsi
/Kabupaten/
Kota

Persentase % 0 6.49 12 25 38 50 70 70| Dinkes Kabupaten
Puskesmas Prov /Kota
Persentase % 0| 13.2f 48.7| 75| 100 100} 100 100} Dinkes Prov | Kabupaten/K
Pendampingan/Fa ota
silitasi Akreditasi

Puskesmas

Kabupaten/Kota

Persentase % 0| 3,03] 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39) 39,39 Dinkes Prov | Kabupaten/K
kecamatan yang ota
memiliki minimal

satu Puskesmas

yang tersertifikasi

akreditasi

12



Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll"ar:;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 e riode Renetrn SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan ) P Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 90| 92| 93] 94 95| 96| 97| 97| Dinkes Prov| Kabupaten/K
Puskesmas yang ota
teregister
Persentase % 0| 45 49| 63.6) 65 80| 100 100} Dinkes Prov| Kabupaten/K
Pendampingan/Fa ota
silitasi Akreditasi
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesmas PKM 3 5] 10 13 15] 17 20 20 Dinkes Prov| Kabupaten/K
BLUD ota

Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
manajamen
puskesmas

Persentase
dukungan bakti
sosial

% '-

13



Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program isi Kinerj i
Tujuan | Sasaran I;:lkator Kode | Program dan (ougomefda,, Satuan T:‘:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'g':;:t‘::"sal(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 0.0 0| 15] 25 40 65 70| 80) Dinkes Prov | Kabupaten/K
puskesmas yang ota
menerapkan
Program Indonesia
Sehat melalui
pendekatan
keluarga

Persentase % 8.1 7.5 6.5 6 55 5 5 Dinkes Prov | Kabupaten/K
penurunan ota
puskesmas rusak

berat

Persentase % 64.9 59 54 49 44 39 35 35 Dinkes Prov| Kabupaten/K
penurunan ota
puskesmas

dengan alat

kesehatan kurang

Persentase % 18.9 16 14 12 10 8 6 6 Dinkes Prov | Kabupaten/K
penurunan rumah ota
dinas rusak berat

Persentase % 34.6 32 30 28 26 24 22 22 Dinkes Prov | Kabupaten/K
penurunan ota
puskesmas keliling

(roda 4 dan air)

tidak berfungsi

Persentase % 13.7 12 11 10 9 8 7 7 Dinkes Prov | Kabupaten/K
penurunan ota
ambulans dengan

kondisi tidak

berfungsi

Persentase % 20 25 30 33 35 40 50 50 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Puskesmas ota
dengan IPAL




Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah Klinik 0 0 0 3 8 10 26| Dinkes Prov | Kabupaten/K
pendampingan o
akreditasi klinik

Persentase
kabupaten/kota
dengan
puskesmas yang
melayani
kesehatan
bergerak pada
wilayah daerah
terpencil.
perbatasan dan
kepulauan

telah bekerja
sama melalui
Dinas Kesehatan

Persentase
Puskesmas

yang
menyelenggarakan
kesehatan
tradisional

Kabupaten/k
ota

%

49,962,000

100,000,000

300,000,000

200,000,000

649,962,000

16.7

220,503,800)

33.3]

243,910,000

40.0

240,000,000

50.0)

60.0)

410,000,000

410,000,000

70.0)

1,524,413,800

Dinkes Prov

211 26

32

38

45

52

60

60

Kabupaten/K
ota
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah kumulatif RS 1 2 3 4 7 7 Dinkes Prov | Kabupaten/K

ota

Fasilitas Kesehatan|
Tingkat Lanjut
(FKTL) yang
berintegrasi
dengan kesehatan
tradisional

Persentase
kabupaten/kota
yang bekerjasama

Kabupaten/K|

814,409,198

224,040,000

1,788,449,198

Dinkes Prov

Provinsi

16



Data Target Kinerja Program dan gl
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran Indikator | | .. | Programdan (outcome) dan | Satuan | Awal |Tahun2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan y Penanggu

Kegiatan Perenca ngjawab

(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target| Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

Persentase

penduduk

kepemilikan

Kesehatan
Nasional/KIS

Prov

/Kota

Persentase
penduduk yang
memiliki jaminan
kesehatan

%

71

75|

80

90

95

95

95

95

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Persentase
peserta

Penerima Bantuan
Iuran

(PBI) yang
terintegrasi
dengan Jaminan
Kesehatan
Nasional

%

65

70

74

78

82

86

920

90

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Jumlah petunjuk
teknis jaminan
kesehatan yang
diterbitkan

Persentase
pelayanan
kesehatan dasar
(Pemerintah dan
Swasta) yang
mendukung
pelaksanaan JKN

Juknis

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Provinsi

Kabupaten/K
ota

Persentase
pelayanan
kesehatan
rujukan (RS)
dalam daerah

yang mendukung
KN

%

60

70

75

80

85

90

95

95

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota
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Data

Target Kinerja Program dan

. Capaian
Kin:;:lll(’::;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Prov| Kab/Kota
Kabupaten/Kota
yang telah
terintegrasi
JKN/KIS
Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinkes Prov| Kab/Kota

Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
IKN/KIS

Jumlah pelayanan

pelaksanaan
Jamkesda

inkes Prov| Provinsi Lain

/ Prov Kepri/

Kab/Kota

Indeks % 75 77.9 78| 78| 80 80 80 80 RSUD Prov
Kepuasan Prov Kepri.
Masyarakat Tanjungpi

RSUD Provinsi nang

Kepri

Tanjungpinang

Indeks % 67 71.7 75 76 77 78| 80 80 RSUD Prov
Kepuasan Prov Kepri
Masyarakat Tanjung

RSUD Provinsi Uban

Kepri Tanjung

Uban

18



Data Target Kinerja Program dan gl
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 meriode Renatra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan N Penanggu

Kegiatan Perenca ngjawab

(output) naan
2015 Realisasi target Rp Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 8 9 20

kesehatan dasar

Persentase
ketersediaan
obat di
pelayanan
kesehatan dasar

1,278,451,825|

1,794,100,000|

1,703,739,356

1,785,325,157|

1,890,000,000

8,451,616,338

Prov

/Kota

Persentase %
Puskesmas
dengan
Ketersediaan Obat
Lengkap Sesuai
Standar

sesuai standar

70

72

75]

80

554,000,000/

85

87

90

90

1,047,684,400

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran I::;::::r Kode pr::;ai:‘ta‘:lan (outcome) dan | Satuan Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 y SKPD SKPD Lokasi
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target| Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 35 40 45 50 55 60 65 65 Dinkes Prov [Kabupaten/K
ota

penggunaan obat
rasional di sarana
pelayanan
kesehatan dasar

Persentase produk
Alkes

dan PKRT di
peredaran

yang memenuhi
syarat

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Persentase sarana
produksi alat
kesehatan

dan PKRT yang
memenuhi

cara pembuatan
yang baik
(GMP/CPAKB)

Persentase sarana
distribusi alat
kesehatan dan
PKRT yang
memenuhi cara
distribusi yang
baik (CDAKB)

Persentase sarana

%

35

45

50

55

60

65

65

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Dinkes Prov

Kabupaten/K
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17| 18 19 20 21 22 23

1. Persentase
Puskesmas yang
minimal
memiliki 5 jenis
tenaga
kesehatan

Prov

/Kota

2. Persentase
RS Kelas C yang
memiliki 4
Dokter Spesialis
dasar dan 3
Dokter spesialis
penunjang

%

59

58|

63

70|

70

Dinkes
Prov

Provinsi
/Kabupate
n/Kota

Persentase
tenaga
kesehatan di
area khusus
(1IBS, ICU, IGD
& Perinatologi)
yang
tersertifikasi

%

61

63|

65|

67

69

70|

70

RSUD
Prov Kepri.
Tanjungpi
nang

Prov

Persentase

tenaga
kesehatan
terlatih layanan
kesehatan jiwa

20

45|

65

70

90|

90

RSUD
Prov Kepri
Tanjung
Uban

11,928,376,750|

11,599,950,536

12,016,063,831

11,970,000,000

47,514,391,117

Prov
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

1. Persentase (% 58 53 56 58 60 63 67 67 Dinkes Kabupaten
Puskesmas yang Prov /Kota
minimal
memiliki 5 jenis
tenaga
kesehatan

Jumlah SDM

kompetensinya

2. Persentase
RS Kelas C yang
memiliki 4
Dokter Spesialis
dasar dan 3
Dokter spesialis
penunjang

63

inkes Prov | Provinsi

Prov

/Kabupaten/
Kota

Provinsi
/Kabupate
n/Kota

Persentase
pemenuhan
tenaga medis
kab/kota

Jumlah tenaga
kesehatan
teregistrasi

%

STR

45)

1500

50|

55

53,125,000

60]

91,400,000)

65|

300,000,000

70

125,000,000

75|

135,000,000

75

704,525,000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Dinkes Prov|Provinsi
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Data Target Kinerja Program dan gl
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran I;:;::::r Kode Pr:z;ai::;:‘an (outcome) dan | Satuan Awal | Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 : SKPD SKPD Lokasi
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target| Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

50 15] 15 Dinkes Prov|Provinsi
penerima bantuan
pendidikan

Jumlah dokumen dokumen
perencanaan
SDMK

Dinkes Prov|Provinsi

Jumlah dokumen dokumen 1 1 1 1 1 1] 1
data dan
informasi program
PPSDM

Kesehatan

1 Dinkes Prov|Provinsi
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
i Kin::-‘j:“:’::‘;am _IF:hC:‘En Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021  rde Remtro SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan ) P Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 8 9 11 13 15 17 19 20 21
3,091,303,200 1,848,875,000| 2,800,000,000 2,850,000,000 3,000,000,000 13,590,178,200
orang Dinkes Prov|Kabupaten/K
ota
Meningkatk |Menurunkan |Indikator
anupaya |Angka Sasaran
pengendali |Kesakitan Tujuan 2 :
an dan Penyakit
penanggula|Menular dan
ngan Tidak
penyakit 1. Prevalensi Prevalensi HIV % <0.5] Kabupaten
HIV /Kota
Indikator 2. API (Annual Case per 139 171|155 (rata 160 165 170 175 175 Dinkes Kabupaten
Tujuan : Paracite Notification 100.000 rata Prov /Kota
Incidence) per Rate (CNR) penduduk 2015-
1.000 semua Kasus TB 2016)
penduduk per 100.000
penduduk
1. Case 3. Case Angka % 41 78.6 80 81 82 83 84 84 Dinkes Kabupaten
Notification Notification Keberhasilan Prov /Kota
Rate (CNR) Rate (CNR) Pengobatan TB
semua semua Kasus (success rate)
Kasus TB TB per
per 100.000 100.000
penduduk penduduk
2. 4. Prevalensi Insidens rate Per 98| 102| 100 (rata| 97| 94 91 88| 88, Dinkes Kabupaten
Prevalensi tekanan darah DBD Per 100.000 ratal Prov /Kota
tekanan tinggi (%) 100.000 penduduk 2015-
darah tinggi penduduk 2016)
(%)
API (Annual per 1.000 0,41 0.37 0.35] 0.33] 0.31 0.29 0.27 0.27] Dinkes Kabupaten
Paracite penduduk | (*rata- Prov /Kota
Incidence) per rata|
1.000 penduduk 2011-
2015)
Persentase Usia % 74,5 88.7| 90 91 92| 93 94 94 Dinkes Kabupaten
0-11 bulan yang Prov /Kota
mendapat
imunisasi dasar
lengkap
Prevalensi % 35 22.4 28.7 28.5 28.3 28.1 27.9 27.9 Dinkes Kabupaten
darah (rata- Prov /Kota
tinggi rata
2015-
2016)
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Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll"ar:;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 e riode Renetrn SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan ) P Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
1,679,588,295| 869,470,000 407,000,000 498,000,000 458,000,000 3,912,058,295|
Prevalensi HIV <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 Dinkes Kabupaten
Prov /Kota
Persentase angka % 65,39 67| 69 71 73] 74 75 75] Dinkes Prov | Kabupaten/K
kasus ota
HIV yang diobati
Persentase % 8 10 15 18] 20| 30 35] 35 Dinkes Prov| Kabupaten/K
Puskesmas ota
dengan pelayanan
VCT (Voluntary
Counselling and
Testing)
Persentase kasus % 80| 82 85 85 87| 87| 90 90| Dinkes Prov| Kabupaten/K
IMS yang diobati ota
di Fasyankes
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

Case per 155 (rata Kabupaten
Notification 100.000 ratal Prov /Kota

Rate (CNR) penduduk 2015-,

semua Kasus TB 2016)

per 100.000

penduduk

Angka % 41 78.6 80 81 82 83| 84 84 Dinkes Kabupaten
Keberhasilan Prov /Kota
Pengobatan TB

(success rate)

Jumlah kasus TB | per 100.000 137 140 144 148 152 156 160 160 Dinkes Prov | Kabupaten/K
per 100.000 penduduk ota
penduduk

Cakupan % 37 39 40 45 50 60 70 70 Dinkes Prov | Kabupaten/K
pengobatan ota
semua

kasus TB (case

detection rate

/CDR)

yang diobati

Angka % 50 55 60 65 65 70 75 75 Dinkes Prov | Kabupaten/K
kesembuhan BTA+ ota
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
CNR kasus baru 100.000 130 140 145 160 165 170 175
BTA+ Penduduk

Kabupaten/

Persentase Dinkes Prov| Kabupaten/K
cakupan ota
penemuan dan

a
penderita
pneumonia balita
Angka Kejadian | per 100.000 1.5 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.5 Dinkes Prov| Kabupaten/K
Kusta per 100.000 | penduduk ota
penduduk

Angka Penemuan
kasus Baru
Frambusia (per
100.000)

per 100.000
penduduk

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota




Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:?j:lll(’::‘;:am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
254,264,300 194,225,000 230,000,000 150,000,000 78,000,000 906,489,300
Insidens rate Per| 102|100 (rata| 97| 94 91 88| 88 Dinkes Kabupaten
DBD Per 100.000 rata Prov /Kota
100.000 penduduk| 2015-
penduduk 2016)
API (Annual per 1.000 0,41 0.37 0.35] 0.33] 0.31 0.29 0.27 0.27] Dinkes Kabupaten
Paracite penduduk| (*rata-| Prov /Kota
Incidence) per rata|
1.000 penduduk 2011~
2015)
Persentase 70 75 80 82 85 87 90 90 Dinkes Prov| Kabupaten/K
Puskesmas ota
dengan tenaga
SDM Mikroskopis
terlatih
Persentase 20 23 25 27 30 33 35 35 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Puskesmas yang ota
memiliki tenaga
entomologi

Jumlah Kabupaten/K| Dinkes Prov | Kabupaten/K

Kabupaten/ ota ota

Kota yang

melakukan

pengendalian

vektor

terpadu

Persentase % 0 9 9 28 28 42 42 Dinkes Prov| Kabupaten/K

Kabupaten/Kota ota

indigenous malaria

3 tahun berturut-

turut

Persentase % 9 28 42 42 42 57 57 57 Dinkes Prov | Kabupaten/K

Kabupaten/Kota ota
liminasi malaria
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase Desa % 55 50 47 45 43 40 35 35 Dinkes Prov | Kabupaten/K
Merah Endemis on

Malaria

Angka Kejadian
Filariasis per
100.000 penduduk

Jumlah
Kabupaten/ Kota
yang
melaksanakan
pengobatan
massal filariasis
terhadap
penduduk endemis

Persentase kasus
zoonosis lainnya
dan suspect flu
burung yang
ditemukan dan
ditangani sesuai
standar

per 100.000
penduduk

Kabupaten/K|

433,107,500,

742,550,000

850,175,000

3,494,845,500

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Dinkes Prov|3 kab/ kota
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase Usia (% 74,5 88.7 20 91 93 94 94 Dinkes Kabupaten
0-11 bulan yang Prov /Kota
mendapat

imunisasi dasar
lengkap

Persentase sinyal
kewaspadaan dini
yang direspon

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Persentase
kabupaten/kota
yang mempunyai
kebijakan
kesiapsiagaan
dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah

Presentase hasil
pemeriksaan
kesehatan
jemaah haji (3
bulan

sebelum
operasional)

14.3

25

55

65)

80

90

90

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

".'.'.'... -
ota
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 8 9 11 13 15 17 19| 20 21

Persentase
perempuan usia
30-50 tahun
yang dideteksi
dini kanker
serviks dan
payudara

Prevalensi

darah
tinggi

274,789,500

1,030,927,000|

1,029,738,906

944,639,608

1,349,593,354

4,629,688,368

(rata-
rata
2015-

Ansey

Prov

Kabupaten
/Kota

Kabupaten
/Kota

Persentase Desa/
Kelurahan yang
melaksanakan
kegiatan

Pos Pembinaan
Terpadu
(Posbindu) PTM

20|

22

24|

26

28

30

30

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Persentase
penduduk >18
tahun yang
dilakukan
pengukuran
tekanan darah

%

25

36

38

40)

45|

50}

50

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Persentase
Puskesmas
dengan PANDU
PTM

31



Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

Prevalensi obesitas|
pada penduduk
usia >18 Tahun
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Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD

Unit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab

2015

Realisasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target Rp

target

Rp

target

Rp

Lokasi

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Institusi

Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
pecandu Narkotika
yang aktif

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

90,707,076

310,000,000

300,000,000

180,000,000

880,707,076

15]

20)

25

30

35

40

40

Dinkes Prov

23

Kabupaten/K
ota

Persentase
Kabupaten/Kota
yang memiliki
Puskesmas

yang
menyelenggara-
kan

upaya kesehatan
jiwa

%

14.3

14.3

28.6)

28.6)

42.9

42.9

57.1

57.1

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota

Jumlah RS Umum
rujukan regional
yang
menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan jiwa/
psikiatri

RS

Dinkes Prov

Kabupaten/K
ota
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Data

Target Kinerja Program dan

. Capaian
Kin:?j:lll(’::‘;:am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan . Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
1. Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Provinsi
Prov

perencanaan
dan anggaran
yang dihasilkan
2. Persentase % 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes Provinsi
pegawai Dinas Prov
Kesehatan
Provinsi
Kepulauan Riau
d nilai

kinerja minimal
baik

dan anggaran
yang dihasilkan

704,729,650

963,840,750

1,410,000,000)

1,528,000,000)

1,800,000,000)

6,406,570,400
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Data

Target Kinerja Program dan

. Capaian
Kin:;:lll(’::‘;';am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 100} 100} 100 100 100} 100 100} 100 Dinkes Prov|Provinsi/
kelengkapan Kab/Kota
pelaporan DAK
Persentase Satker % 80| 80 80| 80| 80 80| 80 80| Dinkes Prov|Provinsi/
Provinsi/Kabupate Kab/Kota
n/Kota yang
mengusulkan
kegiatan DAK

2. Persentase
pegawai Dinas
Kesehatan
Provinsi
Kepulauan Riau
di nilai

kinerja minimal
baik

11,376,836,260

275,505,000

780,000,000

900,000,000

1,012,008,971

14,344,350,231

100

100

100|

100

100

100

Dinkes
Prov

Provinsi

Persentase
pembinaan karir
PNS di Lingkungan
Dinkes Prov. Kepri

%

90

90

90

90

90

90

90

90

Dinkes Prov

Provinsi
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Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program isi Kinerj i
Tujuan | Sasaran I;;hkator Kode | Program dan (out'zome)gda" Satuan T:,:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'g':;:t‘::"sal(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah Penilaian PAK 200 250 300 300 350 350 350 350 Dinkes Prov|Provinsi
Angka Kredit
(PAK) untuk
jabatan fungsional
kesehatan

Persentase
pemenuhan
kebutuhan SDM
aparatur
kesehatan

Persentase 71.42857
pejabat

struktural di

lingkungan

Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan

Riau

sesuai persyaratan
jabatan

87,552,250)

70,765,000

202,928,572

207,448,818

135,000,000

793,694,640

Dinkes Prov|Provinsi
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Data

Target Kinerja Program dan

. Capaian
Kin:;:lll"ar:;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 eriode Renstra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan , P Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah pelatihan /| Pelatihan/ 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali Dinkes Prov [Provinsi
ialisasi Sosialisa-si
Peraturan
Kepegawaian

PROGRAM RUTIN

Disiplin Pegawai di
Lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau

Persentase
pembaharuan data
base pegawai
pada Sistem
Informasi
Kepegawaian
(SIMPEG)

Jumlah Review
Standar
Operasional
Pelayanan (SOP)

Jumlah Dokumen
Evaluasi Pelayanan
Publik Tahunan

%

Dokumen

80

80

80

85

85

90

..

90

90

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Dinkes Prov

Provinsi

Provinsi

Provinsi

...'-'-'- B B -
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Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::‘;';am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
KELOMPOK 1,066,800,000, 1,092,800,000, 1,350,000,000 1,380,000,000 1,400,000,000 (] 6,289,600,000
KEGIATAN :
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Pemenuhan bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinkes| Provinsi
kebutuhan Prov|
perkantoran
Jumlah jasa bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinkes Prov| Provinsi|
administrasi
keuangan kepada
pejabat
berwenang

306,150,000

402,510,000

420,000,000

430,000,000

430,000,000

1,988,660,000

Dinkes Prov [Provinsi

Jumlah
pemenuhan jasa
tenaga pendukung

dalam setahun

KELOMPOK 3,099,986,310 3,311,714,500 2,928,015,905 2,941,355,980 3,017,217,570 15,639,072,695|
KEGIATAN :
Pelaksanaan
Kegiatan
Rutinitas
Perkantoran
1. Jumlah bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinkes Provinsi
Pemenuhan Prov
kebutuhan
rutinitas
perkantoran
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Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran I;:Ikator Kode | Program dan K&':Ez;g”;::‘ Satuan T:,:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'2':e?1:t'::"sa|(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
KELOMPOK 774,503,000 351,353,000 566,445,801 625,039,880 927,162,713 3,244,504,394
KEGIATAN :
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pemenuhan bulan 12| 12| 12 12 12| 12 12 60 Dinkes Provinsi
kebutuhan Prov
dan
prasarana

kebutuhan

dan penunjang
disiplin aparatur

KELOMPOK 345,000,000 345,000,000
KEGIATAN :
Peningkatan
disiplin
aparatur
Pemenuhan bulan 12| 12| 12 12 12| 12 12 60 Dinkes Provinsi
Prov




Data Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::‘;';am 'I!;all?n Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
KELOMPOK 139,200,000 500,000,000 265,000,000 200,000,000 265,000,000 1,369,200,000
KEGIATAN :
Peningkatan
kapasitas
aparatur
Terpenuhinya Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinkes Provinsi
kebutuhan Prov
peningkatan
kapasitas

KELOMPOK
KEGIATAN :
Pengembangan
Sistem
Pelaporan dan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Jumlah pertemuan

lisasi aturan

dan tata cara
pengelolaan
keuangan SKPD

Pertemuan

837,894,625

Jumlah laporan

kinerja
dan keuangan
yang disusun

Dokumen

10 Dinkes

Prov

Provinsi
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Data

Target Kinerja Program dan

Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program isi Kinerj i
Tujuan | Sasaran I;:Ikator Kode | Program dan (out'zome)gda" Satuan T:,:::' Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 K°::r'is;d'g':;:t‘::"sa|(::"" SKPD | | e
saran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Prov|Provinsi
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD

Data/Informasi
dan aplikasi
sistem informasi
terkelola

di baik

Prov

Provinsi/
Kab/Kota

KELOMPOK
KEGIATAN :
Pengembangan
data dan
informasi
kesehatan

446,436,539,

371,265,000

1,517,908,844

1,644,160,674

1,894,597,308

5,874,368,365)

Persentase
kabupaten/kota
yang memiliki
layanan dan
sarana penunjang
integrasi sistem
informasi
kesehatan

Dinkes Prov

Provinsi/
Kab/Kota

Persentase
kesediaan jaringan
komunikasi data
guna pelaksanaan
e-kesehatan

100}

100

Dinkes Prov

Kab/Kota




Data

Target Kinerja Program dan

. Capaian
Kin:;:lll"ar:;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Persentase % 12.5 12.5 25.0 25.0 37.5] 37.5 50} 50 Dinkes Prov |Provinsi/
pengembangan Kab/Kota
Bank Data provinsi
dan
kabupaten/kota
Persentase artikel % 80) 80) 80 80 80 80 80 80 Dinkes Prov|Provinsi
yang diterbitkan
pada website
dinas kesehatan
provinsi kepri

Persentase
kabupaten/kota
yang melaporkan
data kesehatan

prioritas

Persentase
kabupaten/kota
yang melaporkan
data Sistem
Informasi
Puskesmas (SIP)

Persentase
kabupaten/kota
yang menerbitkan
profil kesehatan
tepat waktu

Persentase
Kabupaten/Kota
dengan pelaporan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan
lengkap

Dinkes Prov|Kab/Kota

Dinkes Prov|Provinsi/
Kab/Kota

Dinkes Prov|Kab/Kota

Dinkes Prov|Kab/Kota
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Data Target Kinerja Program dan g
Capaian
Indikator pada Unit Kerja
" Kinerja Program Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi

Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan

2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23

Persentase Dinkes Prov|Provinsi
dukungan riset

Dinkes Prov|Provinsi

Jumlah Kabupaten/ Dinkes Prov|Kabupaten/K
Kabupaten/Kota

KELOMPOK 510,055,500 450,163,938 451,944,320 495,120,291 1,907,284,049
KEGIATAN :
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 25 Dinkes Provinsi
Prov
perencanaan
perangkat
daerah yang
tersusun
Jumlah Dokumen Dokumen - 1 1 - 1 - 1 3 Dinkes Prov|Provinsi
Rencana Strategis
Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan
Riau
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Data

Target Kinerja Program dan g
. Capaian
Kin:;:lll(’::;:am 'I!::aht:lan Kondisi Kinerja pada akhi EkFD
i ondisi Kinerja pada akhir
Tujuan | Sasaran | Indikator | 4o | Programdan |\ i ome)dan | Satuan | Awal |Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 neriode Renctra SKPD SKPD Lokasi
Sasaran Kegiatan " Penanggu
Kegiatan Perenca ngjawab
(output) naan
2015 Realisasi target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19| 20 21 22 23
Jumlah Review Dokumen - - 1 - -] - e 1 Dinkes Prov|Provinsi
Sistem Kesehatan
Provinsi (SKP)

Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 5 Dinkes Prov|Provinsi
Kesehatan Daerah

2017 2018 2019 2020 2021 Target Akhir Anggaran
ESTIMASI JUMLAH ANGGARAN
50,179,981,106 48,941,780,076 53,605,768,862 56,565,596,483 58,901,897,446 267,125,659,903
Keterangan : Tanjungpinang,  Desember 2017
= Merupakan Program KEPALA DINAS KESEHATAN
= Merupakan Indikator Program PROVINSI KEPULAUAN RIAU
= Merupakan Kelompok Kegiatan
= Merupakan Indikator Kegiatan r
= Merupakan Kegiatan ~H. TIETJEP YUDIANA, M.Kes

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19600630 198303 1 013
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Lampiran 2

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

Indikator
Kinerja
Program
Progr:?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Angka per Jumlah kematian ibu
Kematian 100.000 | berkaitan dengan
Ibu (AKI) per KH kehamilan, persalinan
100.000 KH dan masa nifas pada
tahun tertentu /
Jumlah kelahiran
hidup pada tahun
yang sama x 100.000
Angka per Jumlah bayi yang
Kematian 1.000 KH | meninggal sebelum
Bayi (AKB) usia 1 tahun / jumlah
per 1.000 KH kelahiran hidup pada
tahun yang sama x
1.000
Persentase % (Jumlah ibu bersalin
persalinan di di
fasilitas wilayah kerja
pelayanan Puskesmas yang
kesehatan mendapatkan
(PF) pertolongan
sesuai standar oleh
tenaga
kesehatan di fasilitas
kesehatan dalam
kurun waktu
satu tahun dibagi
jumlah
sasaran ibu bersalin
yang ada
di wilayah kerja
Puskesmas
dalam kurun waktu
satu tahun
yang sama) x 100 %
Persentase % (Jumlah bayi baru
kunjungan lahir yang telah
neonatal mendapatkan 1 kali
pertama pelayanan Kunjungan
(KN1) Neonatal pada umur 6

sampai 48 jam

sesuai standar di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu/seluruh
sasaran bayi

di satu wilayah kerja
pada kurun waktu
yang sama) x 100 %

Indikator
Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Persentase % Jumlah anak usia 0-59
kekurangan Bulan 29 hari dengan
gizi status gizi kurus
(underweigh (BB/PB atau BB/TB -3
t) pada anak SD s.d. <2 SD) /Jumlah
balita) anak usia 0-59 Bulan
29 hari yang
dikonfirmasi status
gizinya pada periode
dan wilayah tertentu
x 100%

Persentase % Jumlah Kabupaten/

Kabupaten/ Kota yang memiliki

Kota yang kebijakan PHBS

memiliki (Perda,

kebijakan Peraturan/Intruksi/Hi

PHBS mbauan/ Surat
Edaran dan Surat
Keputusan Ka.
Daerah) minimal 1
kebijakan per tahun
dibagi jumlah
kabupaten/kota x
100%

Persentase % Jumlah Sekolah

Sekolah Menengah (Setingkat

Menengah SMP+SMA) yang

yang

mendapatka mendapatkan .

n promosi pelayanan promosi

kesehatan kesehatan (Minimal
UKS) /Jumlah Sekolah
Menengah (Setingkat
SMP+SMA)

6. % Jumlah

Persentase Desa/Kelurahan

Desa/Kelura yang melaksanakan

han STBM/ Jumlah

yang desa/kelurahan x

melaksanak 100%

an STBM

7. Cakupan % Jumlah

kabupaten/ kabupaten/kota yang

kota sehat telah menerapkan
program

kabupaten/kota sehat
/ Jumlah
kabupaten/kota x
100%

(1]




Indikator

Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Pembinaan
Kesehatan Ibu
dan
Reproduksi
Angka per Jumlah kematian ibu
Kematian 100.000 | berkaitan dengan
Ibu (AKI) per KH kehamilan, persalinan
100.000 KH dan masa nifas pada
tahun tertentu /
Jumlah kelahiran
hidup pada tahun
yang sama x 100.000
Persentase % (Jumlah ibu bersalin
persalinan di di
fasilitas wilayah kerja
pelayanan Puskesmas yang
kesehatan mendapatkan
(PF) pertolongan
sesuai standar oleh
tenaga
kesehatan di fasilitas
kesehatan dalam
kurun waktu
satu tahun dibagi
jumlah
sasaran ibu bersalin
yang ada
di wilayah kerja
Puskesmas
dalam kurun waktu
satu tahun
yang sama) x 100 %
Persentase % (Jumlah ibu hamil yang
ibu hamil memperoleh
yang pelayanan
mendapatka antenatal minimal 4
n pelayanan kali oleh
antenatal tenaga kesehatan di
minimal 4 wilayah
kali (K4) kerja dalam kurun
waktu
tertentu) / (jumlah
sasaran ibu
hamil disatu wilayah
dalam 1
tahun) x 100%
Persentase % Jumlah Puskesmas
Puskesmas yang
yang melaksanakan kelas
melaksanaka ibu hamil)
n kelas / (jumlah total
ibu hamil Puskesmas

Kecamatan) x 100%

Indikator
Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Persentase % (Jumlah Puskesmas
Puskesmasya yangmelaksanakan
ng orientasiProgram
melakukan PerencanaanPersalina
orientasiPro ndan
gram PencegahanKomplikasi
Perencanaan )/ (jumlah
Persalinan totalPuskesmas) x
danPencega 100%
han
Komplikasi(P
4K)
Persentase % Jumlah peserta KB
Pasangan aktif /
Usia Subur sasaran seluruh PUS x
yang 100
menjadi
peserta KB
aktif (CPR)
Pembinaan
Kesehatan
Bayi. Anak
dan Remaja
Angka per Jumlah bayi yang
Kematian 1.000 KH | meninggal sebelum
Bayi (AKB) usia 1 tahun / jumlah
per 1.000 KH kelahiran hidup pada
tahun yang sama x
1.000
Persentase % (Jumlah bayi baru
kunjungan lahir yang telah
neonatal mendapatkan 1 kali
pertama pelayanan Kunjungan
(KN1) Neonatal pada umur 6
sampai 48 jam
sesuai standar di satu
wilayah kerja pada
kurun waktu
tertentu/seluruh
sasaran bayi
di satu wilayah kerja
pada kurun waktu
yang sama) x 100 %
Persentase % (Jumlah Puskesmas
Puskesmas yang melaksanakan
yang penjaringan siswa

melaksanaka
n
penjaringan
kesehatan
untuk
peserta didik
kelas 1

kelas 1 SD/MI di suatu
wilayah dalam 1
tahun/jumlah seluruh
Puskesmas di satu
wilayah dalam kurun
waktu satu tahun yang
sama) x 100 %




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

2

4

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanaka
n
penjaringan
kesehatan
untuk
peserta didik
kelas

%

(Jumlah Puskesmas
yang

melaksanakan
penjaringan

siswa kelas 7
SMP/MTs dan

kelas 10 SMA/MA di
suatu

wilayah dalam 1
tahun/jumlah

7 dan 10 seluruh Puskesmas di
satu
wilayah dalam kurun
waktu
satu tahun yang sama)
x 100 %
Persentase % (Jumlah Puskesmas
Puskesmasya memenuhikriteria
ng menyelenggarakankeg
menyelengg iatan kesehatan
ara- remajadi suatu
kankegiatan wilayah kerja dalam1
kesehatan tahun/jumlah
remaja seluruhPuskesmas di

suatu wilayahkerja
dalam 1 tahun) x 100%

Persentase
kekurangan
gizi
(underweigh
t) pada anak
balita)

Jumlah anak usia 0-
59 Bulan 29 hari
dengan status gizi
kurus (BB/PB atau
BB/TB -3 SD s.d. <2
SD) /Jumlah anak usia
0-59 Bulan 29 hari
yang dikonfirmasi
status gizinya pada
periode dan wilayah

tertentu x 100%
Persentase % Jumlah anak usia 0-59
wasting bulan29 hari dengan
(kurus dan status gizi kurang
sangat kurus (BB/TB-3SDs.d. <-2
pada anak SD)/Jumlah anak usia
balita) 0-59 Bulan 29 hari
yang dikonfirmasi
status gizinya pada
periode dan wilayah
tertentu x 100%
Persentase % Jumlah anak usia 0-59
stunting bulan 29 hari dengan
(pendek dan status gizi pendek
sangat (PB/U -3 SD s.d. <2 SD)
pendek) /Jumlah anak usia 0-59
pada anak bulan 29 hari yang
balita dikonfirmasi status
(bawah lima gizinya pada periode
tahun) dan wilayah tertentu x

100%

3]

energi kronik
(KEK)

Indikator
Kinerja
Program
P
rogra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan

Kegiatan

(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah ibu hamil
ibu hamil kurang energi kronik
kurang (KEK) / jumlah sasaran

ibu hamil x 100

Persentase % Jumlah bayi usia 5
bayi usia 0-6 bulan 29 hari yang
bulan yang mendapat asi eksklusif
mendapat / jumlah bayi usia 5
asi eksklusif bulan 29 hari yang
dipantau x 100
Persentase % Jumlah remaja putri
remaja putri usia 12-18 tahun yang
usia 12-18 mendapat tablet
tahun yang tambah darah (TTD) /
mendapat jumlah remaja putri
tablet usia 12-18 tahun x 100
tambah
darah (TTD)
Cakupan % Jumlah ibu hamil yang
penanganan mendapat intervensi
anemia pada anemia / jumlah ibu
ibu hamil hamil penderita
anemia x 100
Persentase % Jumlah balita 0-60
balita yang bulan yang ditimbang
ditimbang berat badannya /
berat jumlah balita 0-60
badannya bulan x 100

Persentase
Puskesmas
yang
menyelengg
arakan
kesehatan
kerja dasar

%

Jumlah Puskesmas

yang

telah menerapkan K3
di

internal puksesmas
dan telah
melaksanakan
kegiatan baik
promotif dan atau
preventif

dan atau kuratif dan
atau

rehabilitatif terhadap
pekerja

yang ada di wilayah
kerjanya

/ jumlah Puskesmas x
100




Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
Program Program
Progra?m dan (outcome) Satuan Rumus Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan Kegiatan
dan dan
Kegiatan Kegiatan
(output) (output)

1 2 3 4 1 2 3 4
Persentase % Jumlah Puskesmas dan pihak lainnya
Puskesmas yang
yang memenubhi
melaksanaka persyaratan
n penyelenggaraan
kegiatan kesehatan
kesehatan olah raga sesuai
olah dengan
raga pada standar / (jumlah
kelompok Puskesmas Persentase % Jumlah
masyarakat x 100% kabupaten/k kabupaten/kota yang
di wilayah ota yang melaksanakan
kerjanya melaksanaka penyebarluasan

n informasi. edukasi
penyebarlua kepada masyarakat
- san /Jumlah
e informasi. Kabupaten/kota x 100
kesehatan edukasi
e kepada
Pemberdayaa masyarakat
n masyarakat
Jumlah Kampan | Jumlah pelaksanaan
pelaksanaan ye kampanye kesehatan
kampanye Kesehat | yang dilakukan
Persentase % Jumlah Kabupaten/ kesehatan an
Kabupaten/ Kota yang memiliki
Kota yang kebijakan PHBS
memiliki (Perda, Persentase % Jumlah jenis media
kebijakan Peraturan/Intruksi/Hi Promosi massa yang dilakukan
PHBS mbauan/ Surat Kesehatan promosi kesehatan
Edaran dan Surat melalui 3 pada tahun dimaksud
Keputusan Ka. saluran / 3 saluran media x
Daerah) minimal 1 media 100
kebijakan per tahun
dibagi jumlah 3 saluran media =
kabupaten/kota x media elektronik.
100% media cetak dan
Persentase % Jumlah Sekolah media luar ruang
Sekolah Menengah (Setingkat Penyehatan
Menengah SMP+SMA) yang Lingkungan
yang mendapatkan
mendapatka pelayanan promosi
n promosi kesehatan (Minimal Persentase % Jumiah
kesehatan UKS) /Jumlah Sekolah
. Desa/Kelura Desa/Kelurahan
Menengah (Setingkat
SMP+SMA) han yang melaksanakan
yang STBM / Jumlah desa x
melaksanak 100
an STBM
Jumlah Kebijkan | Jumlah kebijakan
kebijakan Publik publik yang
publik yang berwawasan
berwawasan kesehatan yang
kesehatan diterbitkan pada tahun Cakupan % Jumlah
dimaksud kabupaten/ kabupaten/kota yang
kota sehat telah menerapkan
Persentase % kabupaten/kota yang program
kabupaten/k melaksanakan kabupaten/kota sehat
ota yang kemitraan dibagi / Jumiah
melaksanaka jumlah kabupaten/kota x
n kemitraan kabupaten/kota x 100%
100%
Mitra adalah
kemitraan dengan
dunia usaha, ormas

(4]




Indikator

Kinerja
Program
Progra}m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % (Jumlah sampel yang
sarana air diperiksa pada
minum yang penyelenggara air
dilakukan minum)
pengawasan / (jumlah sampel yang

harus
diperiksa) x 100%
Persentase % (Jumlah TTU yang
Tempat memenuhi syarat
Umumyang kesehatan
memenuhi berdasarkanhasil
syaratkeseha Inspeksi
tan KesehatanLingkungan
sesuai standardalam
kurun waktu 1(satu)
tahun) / (jumlah
TTUyang teregistrasi di
wilayahKabupaten/Kot
a dalam kurun waktu 1
tahun yang sama) x
100%
Persentase % (Jumlah RS yg
RS yang melaksanakan
melakukan pengelolaan limbah
pengelolaan medis
limbah sesuai peraturan) /
medis sesuai (jumlah
standar RS) x 100%
Persentase % (Jumlah TPM yang
Tempat memenubhi
Pengelolaan persyaratan higiene
Makanan sanitasi) /
(TPM) yang (jumlah TPM
memenubhi terdaftar) x 100%
syarat
kesehatan
Jumlah Kabupat | Jumlah kumulatif
Kabupaten/K | en/Kota | Kabupaten/
ota Kota yang
yang menyelenggarakan
menyelengg Tatanan Kawasan
arakan sehat
tatanan
kawasan
sehat
Persentase % jumlah penduduk yang
Penduduk BAB pd jamban /
Stop Buang jumlajh penduduk X
Air Besar 100
Sembaranga
n (BABS)

(5]

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

2

4

Jumlah
Kab/Kota/
yang
melaksanaka
n strategi
adaptasi
dampak
kesehatan
akibat
perubahan
iklim

%

Jumlah Kab/Kota/
yang melaksanakan
strategi adaptasi
dampak kesehatan
akibat perubahan iklim

1. % (Jumlah ODHA yang
Persentase masihmendapatkan
angka pengobatanARV) /
kasusHIV (jumlah ODHA
yang diobati yangmemenuhi syarat
untukmemulai terapi
ARV) x 100%.
2. Angka % Jumlah seluruh kasus
Keberhasilan TB (terkonfirmasi
Pengobatan secara bakteriologis
TB (success dan terdiagnosis
rate) secara klinis) baru
pada periode tertentu
yang berhasil diobati
(penjumlahan hasil
akhir pengobatan
sembuh dan
pengobatan lengkap)
/ jumlah seluruh
kasus TB
(terkonfirmasi secara
bakteriologis dan
terdiagnosis secara
klinis) baru pada
periode tertentu x
100
3. Insidens Per Jumlah kasus DBD /
rate DBD Per | 100.000 | Jumlah penduduk
100.000 pendud | padatahunyang
penduduk uk sama x 100.000
4. API per Jumlah kasus malaria
(Annual 1.000 positif / Jumlah
Paracite pendud | penduduk pada tahun
Incidence) uk yang sama x 1.000
per 1.000
penduduk




Indikator

Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
5. % Jumlah bayi yang
Persentase mendapat 1x
Usia 0-11 imunisasi hepatitis B,
bulan yang 1x Imunisasi BCG, 3x
mendapat Imunisasi DPT Hb Hib,
imunisasi 4 x Polio, 1x campak
dasar dalam kurun waktu 1
lengkap tahun / jumlah
seluruh bayi dalam
kurun waktu yang
sama x 100%
6. % Jumlah perempuan
Persentase usia 30-50 tahun yang
perempuan dideteksi dini kanker
usia 30-50 serviks dan payudara
tahun yang / jumlah perempuan
dideteksi usia 30-50 tahun x
dini kanker 100%
serviks dan
payudara
7. Prevalensi % jumlah penderita
tekanan tekanan darah tinggi >
darah tinggi 18 tahun / jumlah
penduduk >18 tahun x
100
8. Prevalensi % Jumlah penderita
obesitas obesitas >18 tahun /
pada jumlah penduduk >18
penduduk tahun x 100
usia >18
Tahun
9. % Jumlah
Persentase Kabupaten/Kotayang
Kabupaten/ mempunyai
Kota yang peraturandan bukti
melaksanak pelaksanaan pada50%
ankebijakan tempat proses
Kawasan belajarmengajar
Tanpa Rokok disekolah) /
(KTR) jumlahKabupaten/Kot
minimal a x100%
50%sekolah
Pengendalian
Penyakit
Menular
Langsung
1. % (Jumlah ODHA yang
Persentase masih
angka kasus mendapatkan
HIV yang pengobatan
diobati ARV) / (jumlah ODHA
yang

memenubhi syarat
untuk

memulai terapi ARV)
x 100%.

Indikator
Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
2. Angka % Jumlah seluruh kasus
Keberhasilan TB (terkonfirmasi
Pengobatan secara bakteriologis
TB (success dan terdiagnosis
rate) secara klinis) baru
pada periode tertentu
yang berhasil diobati
(penjumlahan hasil
akhir pengobatan
sembuh dan
pengobatan lengkap)
/ jumlah seluruh
kasus TB
(terkonfirmasi secara
bakteriologis dan
terdiagnosis secara
klinis) baru pada
periode tertentu x
100
Prevalensi % Jumlah kasus HIV
kasus HIV kumulatif / jumlah
penduduk total x
100%
Jumlah kasus per jumlah kasus TB
TB per 100.000 | semua tipe /jumlah
100.000 pendudu | penduduk wilayah
penduduk k kerja x 100.000
pendudik
Jumlah Kabupat | Jumlah
Kabupaten/ en/ Kabupaten/Kota yang
Kota yang Kota melaksanakan
melaksanaka kegiatan deteksi dini
n kegiatan Hepatitis B pada
deteksi dini kelompok
Hepatitis B berisiko
pada
kelompok
berisiko
Persentase % jumlah angka
cakupan pneumonia
penemuan balita/jumlah
dan penduduk umur balita
tatalaksana x 100%
penderita
pneumonia
balita
Angka per Jumlah kasus kusta /
Kejadian 100.000 | Jumlah penduduk
Kusta per pendudu | pada tahun yang sama
100.000 k x 100.000
penduduk




Indikator

Kinerja
Program
Progra?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Angka per jumlah kasus
Penemuan 100.000 | frambusiayang
kasus Baru pendudu | ditemukan dalam
Frambusia k periode satu
(per tahun/jumlah
100.000) penduduk pada tahun
yang sama x 100.000
Pengendalian
Penyakit
Bersumber
Binatang
3. Insidens Per Jumlah kasus DBD /
rate DBD Per | 100.000 | Jumlah penduduk
100.000 pendud | padatahunyang
penduduk uk sama x 100.000
4. API per Jumlah kasus malaria
(Annual 1.000 positif / Jumlah
Paracite pendud | penduduk pada tahun
Incidence) uk yang sama x 1.000
per 1.000
penduduk
Jumlah Kabupat | Jumlah
Kabupaten/ en/Kota | Kabupaten/Kotayang
Kota yang melaksanakan
melakukan pengendalian
pengendalia vektor terpadu
n vektor
terpadu
Angka per Jumlah kasus Filariasis
Kejadian 100.000 | /Jumlah penduduk
Filariasis per pendu- pada tahun yang sama
100.000 duk x 100.000
penduduk
Jumlah Jumlah Kabupaten/
Kabupaten/ Kota yang
Kota yang melaksanakan

melaksanaka
n
pengobatan
massal
filariasis
terhadap
penduduk
endemis

pengobatan massal
filariasis terhadap
penduduk endemis

(7]

Indikator
Kinerja
Program
Progra.am dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah kasus zoonosis
kasus + suspect flu burung
Zoonosis yang ditemukan/
lainnya dan Jumlah kasus zoonosis
suspect flu + suspect flu burung
burung yang yang ditangani x 100%
ditemukan
dan
ditangani
sesuai
standar

Surveilans
dan karantina
kesehatan
5. % Jumlah bayi yang
Persentase mendapat 1x
Usia 0-11 imunisasi hepatitis B.
bulan yang 1x Imunisasi BCG. 3x
mendapat Imunisasi DPT Hb Hib.
imunisasi 4 x Polio. 1x campak
dasar dalam kurun waktu 1
lengkap tahun / jumlah
seluruh bayi dalam
kurun waktu yang
sama x 100%
Persentase % Jumlah sinyal
sinyal kewaspadaan dini
kewaspadaa yang direspon oleh
n dini yang Dinkes Kab/Kota dan
direspon jajarannya dlm kurung
waktu 1 bulan dibagi
jumlah sinyal
kewaspadaan dini
yang muncul Dinkes
Kab/Kota dan
jajarannya dlm kurung
waktu yang sama x
100%
Persentase % Jumlah Kabupaten/
kabupaten/k Kota dengan
ota yang pelabuhan.
mempunyai bandar udara dan
kebijakan PLBDN
kesiapsiagaa yang memiliki
n dalam kebijakan
penanggulan kesiapsiagaan dalam
gan penanggulangan
kedaruratan PHEIC dibagi
kesehatan jumlah
masyarakat Kabupaten/Kota
yang dengan
berpotensi pelabuhan. bandar
wabah udara dan

PLBDN di kali 100%
Catatan:

Kriteria pelabuhan.
bandar

udara PLDBN :

1. Internasional

2. Berfungsi rutin
sepanjang

tahun




Indikator
Kinerja
Program
Program dan
o8 . (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
3. Terdapat unsur
karantina
kesehatan. Imigrasi.
dan
Beacukai
Presentase % Jumlah hasil

hasilpemerik
saan
kesehatanje
maah haji (3
bulansebelu
m
operasional)

pemeriksaankesehata
n jemaah haji yangdi
entry dalam
SISKOHATKESpada tiga
bulan
sebelumoperasional
dibagi denganjumlah
kuota jemaah haji
padatahun berjalan
dikalikan 100%

Pengendalian

penyakit tidak

menular
6. % Jumlah kumulatif
Persentase perempuan usia 30-50
perempuan tahun yang dideteksi
usia 30-50 dini kanker serviks
tahun yang dan payudara /
dideteksi jumlah perempuan
dini kanker usia 30-50 tahun x
serviks dan 100%
payudara

7. Prevalensi
tekanan
darah tinggi

%

jumlah penderita tkn
darah tinggi > 18
tahun / jumlah
penduduk >18 tahun x
100

8. Prevalensi

%

jumlah penderita tkn

obesitas darah tinggi > 18
pada tahun / jumlah
penduduk penduduk >18 tahun x
usia >18 100

Tahun

9. % Jumlah

Persentase Kabupaten/Kota
Kabupaten/ yang mempunyai
Kota yang peraturan
melaksanak dan bukti

an pelaksanaan pada
kebijakan 50% tempat proses
Kawasan belajar

Tanpa Rokok mengajar disekolah) /
(KTR) jumlah

minimal 50% Kabupaten/Kota x
sekolah 100%

(8]

Indikator

Kinerja
Program
Progr?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Persentase % Desa/Kelurahan yang
Desa/ melaksanakan
Kelurahan kegiatan Posbindu
yang PTM) / jumlah
melaksanaka seluruh Desa x 100%
n kegiatan
Pos
Pembinaan
Terpadu
(Posbindu)
PTM
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa
Persentase % IPWL yang melaporkan
FasilitasPelay kegiatan) /jumlah
anan IPWL yang telah
Kesehatan(F ditetapkanpada tahun
asyankes) berjalan x 100 %
InstitusiPene
rima Wajib
Lapor (IPWL)
pecandu
Narkotikaya
ng aktif
Persentase % Jumlah
Kabupaten/K Kabupaten/Kota
ota yang memiliki
yang Puskesmas
memiliki yang
Puskesmas menyelenggarakan
yang upaya kesehatan jiwa
menyelengg / Jumlah
arakan Kabupaten/Kota x 100
upaya
kesehatan
jiwa
Jumlah RS RS Jumlah RS Umum
Umum rujukan regional yang
rujukan menyelenggarakan
regional pelayanan kesehatan
yang jiwa/ psikiatri
menyelengg

arakanpelay
anan
kesehatan
jiwa/
psikiatri




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Persentase % Jumlah RSUD yang
Pendamping mendapat
an/Fasilitasi pendampingan/fasilit
Akreditasi asi Akreditasi oleh
RSUD Provinsi (kumulatif) /
Kabupaten/ Jumlah Total RSUD x
Kota 100%

Persentase % Jumlah Puskesmas
Pendamping yang mendapat
an/Fasilitasi pendampingan/fasilit
Akreditasi asi Akreditasi oleh
Puskesmas Provinsi (kumulatif) /
Kabupaten/ Jumlah Total

Kota Puskesmas x 100%

Persentase % Jumlah RSUD yang
Pendamping mendapat
an/Fasilitasi pendampingan/fasilit
Akreditasi asi Akreditasi oleh
RSUD Provinsi (kumulatif) /
Kabupaten/ Jumlah Total RSUD x
Kota 100%
Persentase % Jumlah
Kabupaten/K Kabupaten/Kota yang
ota yang memiliki minimal 1
memiliki RSUD yang
minimal 1 tersertifikasi akreditasi
RSUD yang nasional /Jumlah
tersertifikasi Kabupaten/Kota x
akreditasi 100%
nasional
Persentase % Jumlah
Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota dengan dengan kesiapan akses
kesiapan layanan rujukan /
akses jumlah
layanan Kabupaten/Kota pada
rujukan tahun

tersebut x 100 %
Jumlah RS Jumlah (kumulatif)
pengembang pengembangan RS
an RS Jiwa Jiwa yang berproses

(9]

Indikator
Kinerja
Program
Progra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Jumlah RS RS Jumlah kumulatif RS
Pratama Pratama yang
yang dibangun
dibangun
(kumulatif)
Persentase % RS (Pemerintah dan
RS Swasta) dengan
(Pemerintah pelaporan Sistem
dan Swasta) Informasi Manajemen
dengan Rumah Sakit (SIMRS)
pelaporan lengkap / Jumlah RS x
Sistem 100
Informasi
Manajemen
Rumah Sakit
(SIMRS)
lengkap
Persentase % Jumlah RS dengan
RS dengan peningkatan tipe/kelas
peningkatan / jumlah RS yang
tipe/kelas RS mengusulkan
peningkatan tipe/kelas
Jumlah Unit Jumlah kumulatif RS
kumulatif RS Pemerintah yang
Pemerintah melakukan kalibrasi
yang alat kesehatan
melakukan
kalibrasi alat
kesehatan
Persentase RS Jumlah RS Mampu
RS Mampu PONEK (Pelayanan
PONEK Obstetri Neonatal
(Pelayanan Emergensi
Obstetri Komperhensif) /
Neonatal jumlah RS x 100
Emergensi
Komperhensi
f)

Persentase
Pendamping
an/Fasilitasi
Akreditasi
Puskesmas
Kabupaten/
Kota

Jumlah Puskesmas
yang mendapat
pendampingan/fasilit
asi Akreditasi oleh
Provinsi (kumulatif) /
Jumlah Total
Puskesmas x 100%




Indikator

melaksanaka
n
manajamen
puskesmas

Kinerja
Program
Progra.m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah kecamatan
kecamatan dengan puskesmas
yang terakreditasi dibagi
memiliki Jumlah kecamatan x
minimal satu 100%

Puskesmas

yang

tersertifikasi

akreditasi

Persentase % Jumlah peningkatan

peningkatan puskesmas

puskesmas (puskesmas non
perawatan menjadi
puskesmas perawatan
+ pustu menjadi
puskesmas non
perawatan +
puskesmas baru) /
Jumlah Puskesmas x
100

Persentase % Jumlah puskesmas

puskesmas yang melaksanakan

yang manajamen

puskesmas / Jumlah
puskesmas yang ada

Persentase Jumlah puskesmas
puskesmas yang

yang menerapkan
menerapkan Pelayanan
Pelayanan Keperawatan
Keperawata Kesehatan

n Kesehatan Masyarakat
Masyarakat (Perkesmas)/ jumlah
(Perkesmas) puskesmas x 100
Persentase Kabupat | Jumlah

kabupaten/k en/kota | kabupaten/kota

ota dengan dengan puskesmas
puskesmas yang melayani

yang kesehatan bergerak
melayani pada wilayah daerah
kesehatan terpencil. perbatasan
bergerak dan kepulauan /
pada wilayah jumlah

daerah kabupaten/kota x 100
terpencil.

perbatasan

dan

kepulauan

(10]

Indikator
Kinerja
Program
Progra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah Puskesmas
puskesmas perawatan yang telah
perawatan bekerja sama melalui
yang telah Dinas Kesehatan
bekerja dengan UTD dan RS /
sama melalui jumlah puskesmas x
Dinas 100
Kesehatan
dengan UTD
dan RS

Persentase % Jumlah
Puskesmasya Puskesmasyang

ng menyelenggarakankes
menyelengg ehatan tradisional
arakan /jumlah Puskesmasx
kesehatan 100%

tradisional

Jumlah RS Jumlah kumulatif
kumulatif Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Tingkat Lanjut (FKTL)
Kesehatan yang berintegrasi
Tingkat dengan kesehatan
Lanjut (FKTL) tradisional

yang

berintegrasi

dengan

kesehatan

tradisional

Persentase Kabupat | Jumlah

kabupaten/k en/Kota | kabupaten/kota yang
ota yang bekerjasama dengan
bekerjasama Sentra Pengembangan
dengan dan Penerapan
Sentra Pengobatan
Pengembang Tradisional (SP3T)
an dan Provinsi / jumlah
Penerapan kab/kota *100
Pengobatan

Tradisional

(SP3T)

Provinsi

Persentase
penurunan
puskesmas
rusak berat

%

Jumlah puskesmas
rusak berat / jumlah
puskesmas x 100




Indikator

rusak berat

Kinerja
Program
P
rogra.m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah puskesmas
penurunan dengan alat kesehatan
puskesmas kurang / jumlah
dengan alat puskesmas x 100
kesehatan
kurang
Persentase % Jumlah rumah dinas
penurunan rusak berat / jumlah
rumah dinas rumah dinas x 100

Persentase % Jumlah puskesmas
penurunan keliling (roda 4 dan
puskesmas air) tidak berfungsi /
keliling (roda Jumlah puskesmas
4 dan air) keliling (roda 4 dan
tidak air) x 100

berfungsi

Persentase % Jumlah ambulans
penurunan dengan kondisi tidak
ambulans berfungsi /Total
dengan ambulans X 100
kondisi tidak

berfungsi

Persentase
Pelayanan
kesehatan
aparatur

1.
Persentase
penduduk
yang
memiliki
jaminan
kesehatan

%

Jumlah klinik
kesehatan aparatur
yang difasilitasi/
jumlah klinik
kesehatan aparatur
yang memasukkan

permohonan bantuan

x 100

Jumlah penduduk
yang memiliki
jaminan
pemeliharaan
kesehatan / Jumlah
penduduk x 100%

(11]

Indikator
Kinerja
Program
Progra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % Jumlah PBI daerah
peserta yang terintegrasi/
Penerima Jumlah masyarakat
Bantuan miskin tahun
luran dimaksud x 100
(PBI) yang
terintegrasi
dengan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Persentase % Jumlah Yankesdas
pelayanan yang melaksanakan
kesehatan JKN / Jumlah seluruh
dasar yankesdas x 100
(Pemerintah
dan Swasta) Yankesdas =
yang Puskesmas. Klinik.
mendukung Balai Pengobatan.
pelaksanaan Praktek Dokter.
JKN
Persentase % Jumlah RS yang
pelayanan melaksanakan JKN /
kesehatan Jumlah seluruh RS x
rujukan (RS) 100
dalam
daerah yang
mendukung
pelaksanaan
JKN
Jumlah RS Jumlah pelayanan
pelayanan kesehatan rujukan
kesehatan (RS) yang memiliki
rujukan (RS) Mou Kerjasama
dalam dan Jamkesda
luar daerah
yang
mendukung
pelaksanaan
Jamkesda
Jumlah Juknis Jumlah petunjuk
petunjuk teknis jaminan
teknis kesehatan yang
jaminan diterbitkan pada tahun
kesehatan dimaksud
yang
diterbitkan




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

2.
Persentase
ketersediaan
obat di
pelayanan
kesehatan
dasar

Jumlah item obat
yang tersedia di
Puskesmas
Kabupaten/Kota
dibagi (Jumlah
puskesmas x 20) x 100
item obat X 100%

2. % Jumlah item obat
Persentase yang tersedia di
ketersediaan Puskesmas

obat di Kabupaten/Kota
pelayanan dibagi (Jumlah
kesehatan puskesmas x 20) x 100
dasar item obat X 100%
Persentase % Jumlah IF
InstalasiFarm Provinsi/Kabupaten/K
asi Provinsi/ otayang melakukan
Kabupaten/K manajemenpengelolaa
ota yang n obat sesuaistandar)
melakukanm / jumlah

anajemen IFKabupaten/Kota x
pengelolaan 100

obat dan

vaksin

sesuaistanda
r

Persentase
Instalasi
Farmasi
Rumah Sakit
Pemerintah
yang
melaksanaka
n Pelayanan
Kefarmasian
sesuai
standar

%

= jumlah instalasi
farmasi RS pemerintah
dengan pelayanan
farmasi sesuai standar
dibagi jumlah instalasi
farmasi RS Pemerintah
x100

(12]

Indikator

Kinerja
Program
Progra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)

1 2 3 4
Persentase % = jumlah instalasi
Puskesmas farmasi puskesmas
Perawatan dengan pelayanan
yang farmasi sesuai standar
melaksanaka / jumlah instalasi
n Pelayanan farmasi puskesmas x
Kefarmasian 100%
sesuai
standar
Persentase % = jumlah puskesmas
penggunaan yang memenuhi
obat rasional indikator POR / jumlah
di sarana puskesmas x 100%
pelayanan
kesehatan
dasar
Persentase % jumlah apotik dan
apotik dan klinik swasta yang
klinik swasta melaksanakan praktek
yang kefarmasian sesuai
melaksanaka standar / jumlah
n praktek apotik dan klinik
kefarmasian swasta x 100%
sesuai
standar

Persentase Jumlah sampel alkes
produk PKRT yg diuji dan
Alkesdan memenubhi syarat)
PKRT di x100% dibagi jumlah
peredaranya sampel alkes PKRT
ng yang diuji
memenuhi

syarat

Persentase % jumlah sarana
sarana produksi alkes /PKRT
produksi yang memenuhi cara
alat pembuatan yang baik
kesehatan / jumlah

dan PKRT sarana produksiyang
yang telah memiliki
memenuhi sertifikat produksi x
cara 100

pembuatan

yang baik

(GMP/CPAKB

)




Indikator

Kinerja
Program
Progr.'?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4

Persentase % jumlah sarana
sarana distribusi alkes /PKRT
distribusi yang memenuhi cara
alat distribusi yang baik /
kesehatan jumlah
dan PKRT sarana distribusi yang
yang telah memiliki
memenuhi sertifikat distribusi x
cara 100
distribusi
yang baik
(CDAKB)

Persentase % Jumlah (kumulatif)
sarana sarana distribusi
distribusi memanfaatkan/

yang mendistribusikan
memanfaatk BBO/ BBOT produksi
an/ dalam negeri / jumlah
mendistribus sarana distribusi x 100
ikan bahan

baku obat Sarana distribusi

dan obat yangmendistribusikan
tradisional BBO/ BBOT produksi
produksi dalam negeri adalah
dalam negeri apotik. toko obat
Persentase % Jumlah sarana

sarana distribusi yang
distribusi memenuhi cara

yang distribusi obat yang
memenubhi baik (CDOB) / Jumlah
cara sarana distribusi x 100
distribusi

obat yang

baik (CDOB)

1.
Persentase
Puskesmas
yang
minimal
memiliki 5
jenis tenaga
kesehatan

Jumlah Puskesmas
yang minimal
memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
(tenaga kesling.
kefarmasian. gizi.
kesmas. analis
kesehatan) /Jumlah
seluruh Puskesmas x
100

(13]

Indikator
Kinerja
Program
Progra.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4

2. % Jumlah RS Kelas C
Persentase yang memiliki 4
RS Kelas C Dokter Spesialis dasar
yang (Obgyn. Kesehatan
memiliki 4 Anak. Penyakit Dalam
Dokter dan bedah) dan 3
Spesialis Dokter spesialis
dasar dan 3 penunjang / Jumlah
Dokter RS keas C x 100
spesialis
penunjang

1. % Jumlah Puskesmas
Persentase yang minimal
Puskesmas memiliki 5 jenis
yang tenaga kesehatan
minimal (tenaga kesling.
memiliki 5 kefarmasian. gizi.
jenis tenaga kesmas. analis
kesehatan kesehatan) /Jumlah
seluruh Puskesmas x
100
2. % Jumlah RS Kelas C
Persentase yang memiliki 4
RS Kelas C Dokter Spesialis dasar
yang (Obgyn. Kesehatan
memiliki 4 Anak. Penyakit Dalam
Dokter dan bedah) dan 3
Spesialis Dokter spesialis
dasar dan 3 penunjang / Jumlah
Dokter RS keas C x 100
spesialis
penunjang
Persentase % jumlah fasyankes yang
pemenuhan mendapat
tenaga penempatan tenaga
kesehatan kesehatan / jumlah
fasyankes yang
mengusulkan x 100
Jumlah SDM Orang Jumlah aparatur,
Kesehatan tenaga pendidik dan
yang kependidikan serta
ditingkatkan tenaga kesehatan non

kompetensin
ya

aparatur dan
masyarakat yang telah
ditingkatkan
kemampuannya
dengan

memperoleh sertifikat
melalui pendidikan
dan pelatihan yang
sudah terakreditasi




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Jumlah
tenaga
kesehatan
teregistrasi

Jumlah
peserta baru
penerima
bantuan
pendidikan

Persentase %
program
studi/institus
i Poltekkes
Kemenkes

yang
terakreditasi
baik

Jumlah STR per tahun
yang diusulkan

Jumlah peserta tubel
baru
(Diploma/Strata dan
PPDS/ PPDGS) per
tahun

Jumlah program studi/
Poltekkes yang
terakreditasi baik
dibandingkan dengan
jumlah prodi yang
habis masa berlakunya
dan prodi baru x 100

Jumlah dokume | Jumlah dokumen
dokumen n perencanaan SDMK
perencanaan yang diterbitkan per
SDMK tahun

Jumlah dokume | Jumlah dokumen data
dokumen n dan

data dan informasi program
informasi PPSDM Kesehatan
program yang diterbitkan oleh
PPSDM provinsi

Kesehatan

(14]

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Jumlah
tenaga
kesehatanya
ng
melaksanaka
ninternship

Persentase

Jumlah tenaga
kesehatan yang
melaksanakan
internship

Jumlah riset kesehatan

dukungan yang difasilitasi /

riset jumlah riset kesehatan

kesehatan yang masuk pada
tahun berjalan x 100

Jumlah Kabupat | Jumlah (kumulatif)

Kabupaten/K | en/Kota | Kabupaten/Kota yang

ota yang melaksanakan Registri

melaksanaka Penyebab Kematian

n Registri

Penyebab

Kematian

Persentase % Jumlah kumulatif

pembentuka rekrutmen anggota

n Tim Riset Tim Riset Kesehatan

Kesehatan Provinsi / Jumlah total

Provinsi usulan anggota Tim

1.
Persentase
dokumen
perencanaa
ndan
anggaran
yang
dihasilkan

Riset Kesehatan
Provinsi x 100

Jumlah dokumen
perencanaan dan
anggaran yang
dihasilkan / Jumlah
dokumen perencanan
anggaran yang harus
ada X 100

Dokumen
perencanaan dan
anggaran = Renja
APBD. DPA. RKAKL




Indikator

Kinerja
Program
Progr;?m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
2. % Jumlah pegawai
Persentase yangmempunyai hasil
pegawai penilaianSKP dengan
Dinas kriteria minimal baik /
Kesehatan seluruh pegawai x 100
Provinsi
Kepulauan
Riau dengan
nilai kinerja
minimal baik

1. % Jumlah dokumen
Persentase perencanaan dan
dokumen anggaran yang
perencanaa dihasilkan / Jumlah
n dan dokumen perencanan
anggaran anggaran yang harus
yang ada X 100
dihasilkan
Dokumen
perencanaan dan
anggaran = Renja
APBD. DPA. RKAKL
Persentase % Jumlah subbag/seksi

kelengkapan
dan

yang melaporkan
realisasi anggaran

ketepatan lengkap dan tepat

waktu waktu / jumlah

pelaporan subbag/seksi x 100

realisasi

anggaran Realisasi anggaran
bersumber APBD dan
APBN

Persentase % Jumlah satker

kelengkapan penerima DAK yang

pelaporan melaporkan realisasi

DAK anggaran DAK /
Jumlah satker
penerima DAK tahun
dimaksud x 100

Persentase % Jumlah Satker

Satker Provinsi/Kabupaten/K

Provinsi/Kab ota yang mengusulkan

upaten/Kota kegiatan DAK / Jumlah

yang Satker

mengusulka Provinsi/Kabupaten/K

n kegiatan ota x 100

DAK

Satker Provinsi/
Kabupaten/Kota
dimaksud adalah
Dinas kesehatan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota +
RSUD
Provinsi/Kab/Kota

[15]

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

2.

Jumlah pegawai yang

Persentase mempunyai hasil
pegawai penilaian

Dinas SKP dengan kriteria
Kesehatan minimal baik /
Provinsi seluruh pegawai x 100
Kepulauan

Riau dengan

nilai kinerja

minimal baik

Persentase % Jumlah realisasi PNS
pembinaan yang naik

karir PNS di pangkat/jumlah PNS
Lingkungan yang diusulkan x 100
Dinkes Prov.

Kepri

Jumlah PAK Jumlak PAK yang
Penilaian diterbitkan tahun

Angka Kredit
(PAK) untuk

dimaksud

jabatan

fungsional

kesehatan

Persentase % Jumlah pengangkatan
pemenuhan Tenaga Kesehatan
kebutuhan dibagi jumlah

SDM kebutuhan per tahun
aparatur x 100

kesehatan

Persentase % Jumlah pejabat
pejabat struktural

struktural di yang telah memenuhi
lingkungan standar kompetensi
Dinas jabatan terhadap
Kesehatan seluruh pejabat
Provinsi struktural x 100
Kepulauan

Riau

yang

kompetensin

ya

sesuai

persyaratan

jabatan




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Jumlah Pelatiha | Jumlah Pelatihan /
pelatihan / n/ sosialisasi Peraturan
sosialisasi Sosialisa | Kepegawaian yang
Peraturan -si dilaksanakan tahun
Kepegawaia dimaksud

n

Persentase % jumlah pegawai
pembaharua dengan data lengkap /
n data base jumlah seluruh
pegawai pegawai x 100

pada Sistem

Informasi

Kepegawaia

n (SIMPEG)

Jumlah Dokume | Jumlah Dokumen hasil
Review n Review Standar
Standar Operasional Pelayanan
Operasional (SOP) yang dihasilkan
Pelayanan pada tahun dimaksud
(sopP)

3. % Jumlah
Persentase kabupaten/kota yang
kabupaten/k memiliki layanan dan
ota yang sarana penunjang
memiliki integrasi sistem
layanan dan informasi kesehatan /
sarana Jumlah
penunjang Kabupaten/Kota x 100
integrasi
sistem
informasi
kesehatan

Pengembanga

n data dan

informasi

kesehatan
3. % Jumlah
Persentase kabupaten/kota yang
kabupaten/k memiliki layanan dan
ota yang sarana penunjang
memiliki integrasi sistem
layanan dan informasi kesehatan /
sarana Jumlah
penunjang Kabupaten/Kota x 100
integrasi
sistem
informasi
kesehatan

[16]

Indikator
Kinerja
Program
P
rogre.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4
Persentase % Jumlah
kesediaan kabupaten/kota yang
jaringan tersedia koneksi
komunikasi jaringan / Jumlah
data guna Kabupaten/Kota x 100

pelaksanaan
e-kesehatan

Persentase % Jumlah Dinas

pengembang Kesehatan

an Bank Data Provinsi/Kabupaten/K

provinsi dan ota yang memiliki

kabupaten/k bank data / Dinas

ota Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/K
ota x 100

Persentase % Jumlah artikel yang

artikel yang diterbitkan di website

diterbitkan dinas kesehatan

pada provinsi kepulauan

website riau / jumlah minimal

dinas artikel per tahun x 100

kesehatan

provinsi Jumlah minimal artikel

kepri per tahun = 24 artikel

Persentase % Jumlah

kabupaten/k kabupaten/kota yang

ota yang melaporkan data

melaporkan kesehatan prioritas /

data Jumlah

kesehatan kabupaten/Kota x 100

prioritas
data kesehatan
prioritas = jumlah
persentase laporan
data komdat bulanan
+ triwulanan +
tahunan / 3 periode
pelaporan

Persentase % Jumlah

kabupaten/k kabupaten/kota yang

ota yang melaporkan data

melaporkan SP2TP /Jumlah

data SP2TP kabupaten/Kota x 100

Persentase % Jumlah

kabupaten/k kabupaten/kota yang

ota yang menerbitkan profil

menerbitkan kesehatan tepat waktu

profil / jumlah

kesehatan kabupaten/Kota x 100

tepat waktu

Jadwal penerbitan :
maksimal 30 Juni tiap
tahun




Indikator

Kinerja
Program
Progra}m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4

Persentase % Kabupaten/Kota
Kabupaten/K dengan pelaporan
ota dengan Standar Pelayanan
pelaporan Minimal (SPM) Bidang
Standar Kesehatan lengkap /
Pelayanan Kabupaten/Kota x 100
Minimal
(SPM)
Bidang
Kesehatan
lengkap

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan
Persentase % Jumlah pejabat
jasa berwenang yang
administrasi mendapatkan jasa
keuangan administrasi keuangan
kepada / jumlah pejabat
pejabat berwenang x 100
berwenang

Penyediaan

Jasa Tenaga

Pendukung
Persentase % Jumlah PTT yang
pemenuhan menerima Gaji/Jumlah
jasa tenaga PTT tahun dimaksud x
pendukung 100

Pelaksanaan

Kegiatan

Rutinitas

Perkantoran
1. % Jumlah Pemenuhan
Persentase kebutuhan
Pemenuhan administrasi
kebutuhan perkantoran / Jumlah
administrasi kebutuhan
perkantoran administrasi
dalam perkantoran x 100
setahun

(17]

Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur

Peningkatan
kapasitas
aparatur

1.
Persentase
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan

prasarana
aparatur

Jumlah pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur /
jumlah kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur x 100

Jumlah Orang Jumlah pegawai yang

Pegawai mengikuti pendidikan,

yang dilatih Pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis
tersertifikasi

Jumlah Pertemu | Jumlah pertemuan

pertemuan an sosialisasi aturan dan

sosialisasi tata cara pengelolaan

aturan dan keuangan SKPD yang

tata cara dilakukan pada tahun

pengelolaan dimaksud

keuangan

SKPD




Program dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)

Satuan

Rumus

Pengembanga
n Sistem
Pelaporan dan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Persentase % Jumlah Dokumen LKIP

Ketersediaa dan Laporan

n Dokumen Keuangan yang

LKIP dan diterbitkan tahun

Laporan dimaksud / jumlah

Keuangan Dokumen LAKIP dan
Laporan yang harus
ada x 100

Persentase % Jumlah laporan

laporan capaian kinerja dan

capaian ikhtisar realisasi

kinerja dan kinerja SKPD yang

ikhtisar diterbitkan pada tahun

realisasi dimaksud / jumlah

kinerja SKPD

jenis laporan capaian
kinerja dan ikhtisar x
100

Perencanaan
Pembangu-
nan Daerah

Persentase
ketersediaan
Dokumen
Renja dan
Renstra

Jumlah dokumen
Renja dan Resntra
yang tersedia pada
tahun dimaksud/
jumlah dokumen
renja dan renstra x
100

(18]

Indikator
Kinerja
Program
Progre.\m dan (outcome) Satuan Rumus
Kegiatan
dan
Kegiatan
(output)
1 2 3 4

Jumlah Dokume | Jumlah Dokumen
Dokumen n Rencana Strategis
Rencana Dinas Kesehatan
Strategis Provinsi Kepulauan
Dinas Riau yang diterbitkan /
Kesehatan direvisi pada tahun
Provinsi dimaksud
Kepulauan
Riau
Jumlah Dokume | Jumlah Dokumen
Review n Review Sistem
Sistem Kesehatan Provinsi
Kesehatan (SKP) yang diterbitkani
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016-2021
RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG

. . Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
TUJUAN SASARAN 'gﬁgr;ﬂf KODE PROGRAM/ KEGIATAN Imeteies K“:(ee”"i‘a':;sg(;i':‘ S’I;“C"’“e) dan | satuan | capaian 2017 2018 2019 2021 Kondisi Kinerja padaakhir | Penanggung
Y i 2015|2016 | Taraet RD. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. awab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
mutu i Rumah  |I. Program Pelayanan Administrasi Pemenuhan kebutuhan administrasi bulan Rp 34,295,561 Rp 33,256,995 Rp 41,270,000 Rp 44,053,000 Rp 47,032,020 Rp 199,907,576 | Rp -
akses pelayanan Rumah  |Sakit versi KARS 1 |Penyediaan Jasa Administrasi Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi bulan 12 | 12 12 Rp 1,790,600 | 12 bin | Rp 1,900,000 {12 bin | Rp 1,900,000 {12 bin [ Rp 1,950,000 (12bln | Rp 2,150,000 |12 bin | Rp 9,690,600 RSUD PROV
terhadap Sakit Keuangan keuangan KEPRI TPI
pelayanan
Kkesehatan 3 |Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Pemenuhan kebutuhan rutinitas perkantoran bulan 12 12 12 Rp 6,585,480 | 12 bin | Rp 6,506,995 |12 bin | Rp 8,800,000 |12 bln | Rp 9,416,000 (12 bin | Rp 10,050,000 {12 bin | Rp 41,358,475 RSUD PROV
berkualitas Perkantoran KEPRI TPI
dan berkeadilan 2 |p Jasa Tenaga Pendukung | Pemenuhan kebutuhan jasa tenaga bulan | 12 | 12 | 12 |Rp 21815795 | 12 bin | Rp 17,500,000 |12 bin | Rp 22,750,000 |12 bin | Rp 24,235,000 |12 bin | Rp 24,806,250 |12 bin | Rp 111,107,045 | RSUD PROV
pendukung KEPRI TPI
4 |Penyediaan Peralatan dan Pemenuhan kebutuhanPenyediaan Peralatan bulan 12 12 12 Rp 302,853 | 12 bin | Rp 500,000 {12 bIn | Rp 500,000 {12 bIn | Rp 600,000 {12 bIn | Rp 400,000 (12 bin | Rp 2,302,853 RSUD PROV
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor KEPRI TPI
5 |Pemeliharaan Fisik Gedung, Sarana [Pemenuhan kebutuhanPemeliharaan Fisik bulan 12 12 12 Rp 1,532,500 | 12 bin | Rp 4,350,000 (12 bin | Rp 4,350,000 |12 bln | Rp 4,585,000 (12bin | Rp 5,181,750 {12 bin | Rp 19,999,250 RSUD PROV
dan Prasarana RS Gedung, Sarana dan Prasarana RS KEPRI TPI
5 |Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung |Pemenuhan kebutuhanPenyediaan Jasa bulan 12 12 12 Rp 2,268,333 | 12 bin | Rp 2,500,000 |12 bin | Rp 2,970,000 |12 bln | Rp 3,267,000 (12bin | Rp 3,593,700 {12 bin | Rp 14,599,033 RSUD PROV
dan Pertamanan RS Kebersihan Gedung dan Pertamanan RS KEPRI TPI
6 |Penyediaan Jasa Keamanan RS Pemenuhan kebutuhanPenyediaan Jasa bulan 12 12 12 12 bin | Rp - Rp - Rp - Rp 850,320 (12 bin | Rp 850,320 RSUD PROV
Kebersihan Gedung dan Pertamanan RS KEPRI TPI
V. Program Peningkatan Sarana dan Pemenuhan kebutuhan sarana dan bulan Rp - Rp - Rp 1,450,000 Rp 500,000 Rp 1,600,000 Rp 3,550,000
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
12 |Pengadaan Kendaraan Jumlah pemenuhan kebutuhan unit 0 0 0 Rp - unit | Rp - 4unit | Rp 950,000 | 4 unit | Rp - 4unit | Rp 1,100,000 | 4 unit | Rp 2,050,000 RSUD PROV
Dina/Operasional RS Mobil/Kendaraan Operasional RS KEPRI TPI
11 |Pengadaan pakaian dinas Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas keg 1 1 0 Rp - keg | Rp - keg | Rp 500,000 | keg | Rp 500,000 keg | Rp 500,000 | stell | Rp 1,500,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
Il. Program peningkatan pengembangan Jumlah laporan capaian kinerja dan dokume Rp 390,150 Rp 330,000 Rp 280,000 Rp 320,000 Rp 360,000 Rp 1,680,150
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun n
7 |Penyusunan Laporan Kinerja RS Jumlah Laporan Kinerja RS yang tersusun dokumen| 1 1 1 Rp 29,150 | 1dok | Rp 75,000 | 1dok [ Rp 65,000 | 1dok [ Rp 75,000 | 1dok [ Rp 80,000 | 1dok | Rp 324,150 RSUD PROV
KEPRI TPI
8 |Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan dokumen| 1 1 1 Rp 50,000 | 1dok | Rp 75,000 | 1dok | Rp 65,000 | 1dok [ Rp 75,000 | 1dok [ Rp 80,000 | 1dok | Rp 345,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
9 |Pengembangan dan Penatausahaan |Jumlah aplikasi yang dilakukan keg 1 1 1 Rp 109,000 | 1apl | Rp 180,000 | 1apl [ Rp 150,000 | 1apl [ Rp 170,000 | 1apl [ Rp 200,000 | 1apl [ Rp 809,000 RSUD PROV
Sistem Aplikasi BLUD pengembangan dan penatausahaan KEPRI TPI
15 |Monitoring dan Evaluasi Mobilisasi | Terlaksananya Peningkatan mobilisasi dana keg 1 1 1 Rp 202,000 | dok | Rp -| dok |Rp -| dok |Rp -| dok |Rp - | dok |Rp 202,000 RSUD PROV
Dana penerimaan RS KEPRI TPI
11l Program Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur yang mengikuti orang Rp - Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 350,000 Rp 400,000 Rp 1,250,000
Sumber Daya Aparatur peningkatan kompetensi penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi
10 |Peningkatan Kompetensi dan Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan keg 1 1 1 Rp - org | Rp 250,000 |org Rp 250,000 |org Rp 350,000 |org Rp 400,000 |org Rp 1,250,000 RSUD PROV
Perubahan Budaya Kerja SDM kompetensi penunjang pelaksanaan tugas KEPRI TPI
dan fungsi
IX. Program Pengembangan Data/informasi dan aplikasi sistem Rp 1,280,750 Rp 2,480,800 Rp 2,480,000 Rp 3,350,000 Rp 3,900,000 Rp 13,491,550
Data/Informasi informasi terkelola dengan baik
36 |Sosialisasi dan Penyebaran Informasi| Terlaksananya Sosialisasi dan penyebaran keg 1 1 1 Rp 690,600 | 1keg | Rp 600,000 | 1keg | Rp 650,000 | 1keg | Rp 700,000 | 1keg | Rp 800,000 | 1keg | Rp 3,440,600 RSUD PROV
RS informasi Publik tentang RSUD Prov Kepri KEPRI TPI
37 |Penyusunan Profil RS Terlaksananya Penyusunan Profil RS keg 1 1 1 Rp 62,150 | 1keg | Rp 95,000 | 1keg | Rp 100,000 | 1keg [ Rp 100,000 | 1keg | Rp ~ 100,000 | 1keg | Rp 457,150 | RSUD PROV
KEPRI TPI
38 [Survey Kepuasan Pasien/Pelanggan |Terlaksananya Survey Kepuasan Pasien dan keg 1 1 1 Rp 60,000 | 1keg | Rp 80,000 | 1keg | Rp 80,000 | 1keg | Rp 100,000 | 1keg | Rp 150,000 | 1keg | Rp 470,000 RSUD PROV
dan Pegawai RS Pelanggan KEPRI TPI
40 |Pengadaan Laboratory Information | Terlaksananya Pengadaan Laboratory keg 1 1 1 lkeg | Rp -| 1keg | Rp 500,000 | 1keg [ Rp 850,000 | 1keg | Rp 1,300,000 | 1keg [ Rp 2,650,000 RSUD PROV
System Information System KEPRI TPI
43 |Pengembangan Pengabdian Terlaksananya Pengembangan Pengabdian keg 1 1 1 lkeg | Rp 455,800 | 1keg | Rp -| 1keg | Rp 250,000 | 1keg [ Rp 350,000 | 1keg [ Rp 1,055,800 RSUD PROV
Masyarakat Masyarakat KEPRI TPI
39 |Pengembangan SIMRS Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi | keg 1| 1 1 | Rp 268,000 | 1keg | Rp 650,000 | 1keg | Rp 900,000 | 1keg | Rp 850,000 | 1keg | Rp 700,000 | 1keg | Rp 3,368,000 | RSUD PROV
Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) KEPRI TPI
41 |Peningkatan Sistem Anjungan Terlaksananya Peningkatan Sistem Anjungan keg 1 1 1 lkeg | Rp 350,000 | 1keg | Rp -| 1keg | Rp 200,000 | 1keg [ Rp 200,000 | 1keg | Rp 750,000 RSUD PROV
Rumah Sakit Rumah Sakit KEPRI TPI
40 |Pengadaan Status Pasien dan Terlaksananya Pengadaan Status Pasien dan|  keg 1| 1 1 |Rp 100,000 | 1keg | Rp 250,000 | 1keg | Rp 250,000 | 1keg | Rp 300,000 | 1keg | Rp 300,000 | 1keg | Rp 1,200,000 | RSUD PROV
penunjang lainnya (Medical Record) |penunjang lainnya (Medical Record) RS KEPRI TPI
RS
42 |Peningkatan Sistem Informasi Terlaksananya Pengadaan Status Pasien dan keg 1 1 1 Rp 100,000 | 1keg | Rp - Rp - Rp - Rp -| 1keg | Rp 100,000 RSUD PROV
Kepegawaian (SIMPEG) penunjang lainnya (Medical Record) RS KEPRI TPI
VIIl. Program Pelayanan Kesehatan Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Rp 13,100,418 Rp 19,326,923 Rp 16,070,000 Rp 15,592,250 Rp 16,741,863 Rp 80,831,454
Taniunapinang (Versi KARS)




Data

Unit Kerja SKPD

. L Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN 'gﬁgr;ﬂf KODE PROGRAM/ KEGIATAN Imeteies K“:(ee”"i‘a':;s"(;i':‘ S’I;“C""‘e) dan | satuan | capaian 2017 8 2019 2021 Kondisi Kinerja padaakhir | Penanggung
Y i 2015|2016 | Taraet RD. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Ro. awab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 |Pengadaan logistik Perkantoran dan | Terpenuhinya kebutuhan logistik Perkantoran keg 1 1 1 Rp 647,000 | 1keg | Rp 700,000 | 1keg [ Rp 1,245,000 | 1keg [ Rp 1,492,250 | 1keg | Rp 1,691,863 | 1keg | Rp 5,776,113 RSUD PROV
Penunjang Lain RS dan Penunjang Lain RS KEPRI TPI
24 |Penyelenggaraan K3 dan Sanitasi Terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan keg 1 1 1 Rp 743,000 | 1keg | Rp 550,000 | 1keg [ Rp 800,000 | 1keg [ Rp 900,000 | 1keg | Rp 1,000,000 | 1keg [ Rp 3,993,000 RSUD PROV
Rumah Sakit keselamatan, kesehatan kerja, dan sanitasi KEPRI TPI
rumah sakit
25 |Pengadaan Muebeleur RS Terpenuhinya kebutuhan Muebeleur RS keg 1 1 1 Rp 1,005,853 | 1 keg | Rp 1,600,000 [ 1keg | Rp 1,000,000 | 1keg [ Rp 700,000 | 1keg [ Rp 700,000 | 1keg | Rp 5,005,853 RSUD PROV
KEPRI TPI
26 |Pengadaan Komputer Manajemen, [Pengadaan Komputer Manajemen, dan keg 1 1 1 1lkeg | Rp 600,000 | 1keg [ Rp 600,000 | 1keg [ Rp 600,000 | 1keg [ Rp 500,000 | 1keg | Rp 2,300,000 RSUD PROV
dan Pelayanan Pelayanan KEPRI TPI
27 |Rehabilitasi Basement Rehabilitasi Basement keg 1 1 1 1lkeg | Rp 410,000 | 1keg [ Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp 410,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
28 |Pengadaan Mobil Jenazah dan Terpenuhinya kebutuhan Mobil Jenazah dan keg 1 1 1 1lkeg | Rp 1,000,000 | 1keg | Rp 1,000,000 | 1keg [ Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp 2,000,000 RSUD PROV
Ambulance Ambulance KEPRI TPI
29 |Pembangunan Masjid Rumah Sakit |Pembangunan Masjid Rumah Sakit keg 1 1 1 1lkeg | Rp 2,000,000 | 1keg | Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp 2,000,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
23 | Akreditasi Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan Akreditasi Rumah keg 1 1 1 380,000 | 1keg 200,000 | 1keg 200,000 | 1keg 300,000 | 1keg 350,000 | 1keg | Rp 1,430,000 RSUD PROV
Sakit KEPRI TPI
25 |Pembangunan Gedung Penunjang Pembangunan Gedung Penunjang keg 1 1 1 1lkeg | Rp -| 1keg | Rp 3,500,000 | 1keg | Rp 2,500,000 | 1keg | Rp 1,800,000 | 1keg | Rp 7,800,000 RSUD PROV
(IPSRS, Gudang Obat, dan KEPRI TPI
Penunjang lainnya)
26 |Riview Design Rumah Sakit Riview Design Rumah Sakit keg 1 1 1 lkeg | Rp 1,541,923 | 1keg | Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp -| 1keg | Rp 1,541,923 RSUD PROV
KEPRI TPI
27 |Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Terpenuhinya kebutuhan keg 1 1 1 Rp 1,203,853 | 1 keg | Rp 3,000,000 [ 1keg [ Rp 2,500,000 | 1keg | Rp 2,500,000 | 1keg | Rp 3,000,000 | 1keg | Rp 12,203,853 RSUD PROV
Kesehatan dan Penunjangnya Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan KEPRI TPI
Penunjangnya
28 |Pengadaan Obat dan Perlengkapan |Terpenuhinya kebutuhan Obat dan keg 1 1 1 333,000 | 1keg 1,000,000 | 1 keg 500,000 | 1keg 500,000 | 1keg 500,000 | 1keg | Rp 2,833,000 RSUD PROV
Pengelolaan Obat Perlengkapan Pengelolaan Obat KEPRI TPI
29 |Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Medis Habis keg 1 1 1 Rp 2,057,467 | 1keg | Rp 3,000,000 | 1keg | Rp 500,000 | 1keg | Rp 500,000 | 1keg | Rp 500,000 | 1keg | Rp 6,557,467 RSUD PROV
Pakai KEPRI TPI
30 |Pengadaan Kelengkapan dan Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan dan keg 1 1 1 lkeg | Rp 1,000,000 | 1keg | Rp 700,000 | 1keg | Rp 1,000,000 | 1keg [ Rp 1,500,000 | 1keg [ Rp 4,200,000 RSUD PROV
Penunjang Keperawatan Penunjang Keperawatan KEPRI TPI
31 |Standarisasi Pelayanan Keperawatan | Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan keg 1| 1 1 |Rp 3,108,706 | 1keg | Rp 250,000 | 1keg | Rp 250,000 | 1keg | Rp 300,000 | 1keg | Rp 400,000 | 1keg | Rp 4,308,706 | RSUD PROV
Keperawatan KEPRI TPI
32 |Peningkatan Mutu dan Terpenuhinya kebutuhan Peningkatan Mutu keg 1| 1 1 1keg | Rp 225,000 | 1keg | Rp 225000 | 1keg | Rp 350,000 | 1keg | Rp 300,000 | 1keg | Rp 1,100,000 | RSUD PROV
Pengembangan Penunjang Medik dan Pengembangan Penunjang Medik KEPRI TPI
33 |Pengadaan Kelengkapan penunjang |Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan keg 1 1 1 1lkeg | Rp 400,000 | 1keg [ Rp 400,000 | 1keg [ Rp 400,000 | 1keg | Rp 400,000 | 1keg | Rp 1,600,000 RSUD PROV
medik penunjang medik KEPRI TPI
34 |Peningkatan Sarana Prasarana Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana keg 1 1 1 Rp 972,853 | 1keg | Rp 1,500,000 | 1keg | Rp 1,500,000 | 1keg [ Rp 2,000,000 [ 1keg | Rp 2,500,000 | 1keg | Rp 8,472,853 RSUD PROV
Gedung RS Gedung RS KEPRI TPI
35 |Pengadaan Kelengkapan penunjang |Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan keg 1 1 1 1lkeg | Rp 350,000 | 1keg [ Rp 350,000 | 1keg [ Rp 350,000 | 1keg | Rp 400,000 | 1keg | Rp 1,450,000 RSUD PROV
non medik penunjang non medik KEPRI TPI
21 |Pengadaan Peralatan Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan Alat-alat Kesehatan | keg 1| 1 1 |Rp  1519,353 | 1keg | Rp B lkeg | Rp 800,000 | 1keg | Rp 1,200,000 | 1keg | Rp 1,200,000 | 1keg | Rp 4,719,353 | RSUD PROV
KEPRI TPI
21 |Pengadaan Makan dan Minum Terpenuhinya kebutuhan Alat-alat Kesehatan | keg 1| 1 1 |Rp 1,129,333 | 1keg | Rp B lkeg | Rp B lkeg | Rp B lkeg | Rp = [ 1keg | Rp 1,129,333 | RSUD PROV
Pasien KEPRI TPI
VI. Program Dukungan Manajemen dan Jumlah dokumen perencanaan dan dokume Rp 272,100 Rp 1,861,000 Rp 1,450,000 Rp 2,400,000 Rp 2,150,000 Rp 8,133,100
Pelaksanaan Tugas Lainnya penganggaran n
13 |Asistensi Advokasi, Jumlah perencanaan dan keg 1 1 1 Rp 272,100 | 4dok | Rp 400,000 | 4dok | Rp 400,000 | 4dok | Rp 650,000 | 4 dok | Rp 650,000 | 4dok [ Rp 2,372,100 RSUD PROV
Perencanaan Pembangunan Daerah [penganggaran KEPRI TPI
19 |Penyusunan Rencana Strategis RS |Jumlah dokumen RSB yang tersusun keg 1 1 1 dok | Rp 350,000 | dok | Rp -| dok |Rp -| dok |Rp 350,000 | dok | Rp 700,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
16 |Intensifikasi Pendampingan PPK Terlaksananya Intensifikasi Pendampingan keg 0 0 0 dok | Rp 180,000 | dok | Rp -| dok | Rp 400,000 | dok | Rp -| dok [Rp 580,000 RSUD PROV
PPK BLUD KEPRI TPI
14 |Benchmarking Kualitas Pelayanan Jumlah dokumen benchmarking RS keg 1 1 1 1ldok | Rp 450,000 | dok | Rp 450,000 | dok | Rp 400,000 | dok | Rp 400,000 | dok | Rp 1,700,000 RSUD PROV
RS KEPRI TPI




Data

Unit Kerja SKPD

. . Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN 'gﬁgr;ﬂf KODE PROGRAM/ KEGIATAN Imeteies K“:(‘:”"i‘a':;sg(z’:‘ s’l;"m"‘e) dan | satuan | capaian 2017 7018 2019 2021 Kondisi Kinerja padaakhir | Penanggung
Y i 2015|2016 | Taraet RD. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Rp. Taraet Ro. awab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 |Peningkatan mobilisasi dana Terlaksananya Peningkatan mobilisasi dana keg 1 1 1 dok | Rp 231,000 dok | Rp 350,000 dok | Rp 450,000 dok | Rp 350,000 dok | Rp 1,381,000 RSUD PROV
penerimaan RS penerimaan RS KEPRI TPI
17 |Dukungan Persiapan RS Pendidikan |Terlaksananya Dukungan Persiapan RS keg 0 0 0 dok | Rp 250,000 | dok |Rp 250,000 | dok | Rp -| dok |Rp -| dok | Rp 500,000 RSUD PROV
Pendidikan KEPRI TPI
18 |Dukungan RS Pendidikan Terlaksananya Dukungan RS Pendidikan keg 0 0 0 dok | Rp - dok | Rp - dok | Rp 500,000 dok | Rp 400,000 dok | Rp 900,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
X. Program Pengembangan dan Persentase tenaga kesehatan di area 1,492,600 2,650,000 1,550,000 1,950,000 2,050,000 9,692,600
Pemberdayaan SDM Kesehatan khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang
tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri
Tanjungpinang
44 |Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tenaga Penunjang Medik/Non Medik yang keg 1 1 1 288,000 | 1keg 800,000 | 1keg 400,000 | 1keg 500,000 | 1keg 500,000 | 1keg | Rp 2,488,000 RSUD PROV
Medis ! idikan dan i KEPRI TPI
45 | Pendidikan dan Pelatihan Penunjang | Tenaga Penunjang Medik/Non Medik yang keg 1 1 1 266,000 | 1keg 600,000 | 1keg 300,000 | 1keg 400,000 | 1keg 400,000 | 1keg | Rp 1,966,000 RSUD PROV
Medik/Non Medik ! idikan dan i KEPRI TPI
47 |Pendidikan dan Pelatihan SDM Tenaga Manajemen yang melakukan keg 1 1 1 438,600 | 1 keg 700,000 | 1keg 300,000 | 1keg 350,000 | 1keg 450,000 | 1keg | Rp 2,238,600 RSUD PROV
Manajemen Pendidikan dan Pelatihan KEPRI TPI
46 idikan dan P idan yang melakukan Pendidikan keg 1 1 1 500,000 | 1 keg 550,000 | 1keg 550,000 | 1keg 700,000 | 1keg 700,000 | 1keg | Rp 3,000,000 RSUD PROV
Perawat/Bidan dan Pelatihan KEPRI TPI
VII. Program Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Rp 42,000,000 Rp 52,000,000 Rp 60,000,000 Rp 65,000,000 Rp 70,000,000 Rp 289,000,000
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Rujukan Tingkat Provinsi
20 |Pelayanan Kesehatan BLUD bulan | 12 | 12 | 12 |Rp 42,000,000 | 12 bin | Rp 52,000,000 | 12 bin | Rp 60,000,000 | 12 bin | Rp 65,000,000 | 12 bin | Rp 70,000,000 | 12 bin | Rp 289,000,000 | RSUD PROV
KEPRI TPI
11l. Program Peningkatan Disiplin Aparatur [Jumlah aparatur yang mengikuti orang Rp 500,000 Rp 416,000 Rp - Rp - Rp - Rp 916,000
peningkatan kompetensi penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi
11 |Pengadaan pakaian dinas Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian dinas stell Rp 500,000 Rp 416,000 Rp - Rp - Rp - stell | Rp 916,000 RSUD PROV
KEPRI TPI
TOTAL 93,331,579 112,571,718 124,800,000 133,515,250 144,233,883 608,452,430




RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TANJUNG UBAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2018

INDIKATOR KINERIA PAGU INDIKATIF
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN MELALUI SUMBER ANGGARAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI KETERANGAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 2017 KOREKS! 2018 KOREKSI 2019 KOREKSI 2020 KOREKS! 2021
1 2 3 4 5 6 2 8 11 10 13
A |BELANJATIDAK LANGSUNG
Meningkatnya loyalitas Terbayarmya gaji dan Kesejahteraan pegawai Provinsi Kepulauan
i i
Gaji dan Tunjangan Pegawai feninglatnya loy 12Bulan  |tunjangan pegawai rumah | 12 Bulan Jahteraan peg 100% 25,500,000,000 24,500,000,000 26,546,649,013 26,946,649,013 27,496,649,013 | RSUD Tanjung Uban "
Kinerja pegawai rumah sakit e rumah sakit meningkat Riau
B |BELANJALANGSUNG
1 |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,000,000,000.00 15,950,000,000.00 16,450,000,000.00 18,100,000,000.00 19,750,000,000.00
Terlaksananya pembayaran Pelayanan administrasi
jasa administrasi keuangan
perkantoran dalam
Indek Kepuasan Masyarakat berupa pembayaran honor mendukung pelayanan Provinsi Kepulauan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan P v 12Bulan | pejabat pengelola kegiatan | 12 Bulan & pelay 12 Bulan 950,000,000.00 950,000,000.00 950,000,000.00 1,100,000,000.00 1,250,000,000.00| RSUD Tanjung Uban Kep
(80%) kesehatan kepada Riau
dalam mendukung kegiatan )
' masyarakat dapat berjalan
operasional pelayanan !
dengan baik
kesehatan
Tersedianya jasa tenaga Terpenuhi kecukupan
kebutuhan jumlah dokter
pendukung berupa spesialis sesuai dengan tipe Provinsi Kepulauan
yediaan Jasa Tenaga i KARS (Paripurna) | 12 Bulan |pembayaran insentif dokter | 12 Bulan | "o 12 S8 SenEan P 100% 49,000,000.00 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 9,000,000,000.00 10,000,000,000.00| RSUD Tanjung Uban fhing
spesialis dan resiko kerja
e menjalankan pelayanan
Peg kesehatan
Terlaksananya kegiatan
rutinitas perkantoran Tersedianya kebutuhan
rupa pembayaran rasional perkantoran Provinsi Kepulauan
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran 12Bulan | PeruPa pembayara 12Bulan | OPerasional perkantora 100% 500,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 RSUD Tanjung Uban | "rovinsi Kepulaua
kebutuhan rutinitas kantor dalam mendukung pelayanan Riau
pendukung kegiatan kesehatan
pelayanan kesehatan
Terlaksananya kegiatan Sarana dan prasarana rumah
pemeliharaan rutinberkala ° o
alat-alat kesehatan, sarana sakit dalam kondisi baik dan Provinsi Kepulauan
Pemeliharaan Rutin Rumah Sakit l00% [Foelkeschatn 100% |dapat dipergunakan dalam 100% 500,000.00 3,000,000,000.00 3,500,000,000.00 4,000,000,000.00 4,500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban g
P ' ) mendukung layanan
perlengkapan rumah sakit,
kesehatan
gedung kantor
2 |Program Capaian Kinerja dan Keuangan (LAKIP) dan Laporan Keuangan 425,000,000.00 425,000,000.00 425,000,000.00 425,000,000.00 425,000,000.00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi | -~i0 Pendapatan terhadap T::a::z:::yl: k:f;:tan ::Lﬁ:lt?i::sli&oe?: instansi Provinsi Kepulauan
. P ) biaya Operasional (Cost 1 Dokumen |PENYUsunan laporan | 1 Dokumen ' I 100% 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 | RSUD Tanjung Uban Kep
Pemerintah (LAKIP) Recovery e (30%) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang Riau
v pemerintah (LAKIP) akurat dan akuntable
Terlaksananya kegiatan Tersedianya laporan laporan
P L K Rumah Sakit (SAP & I K h sakit (SAP & , Provinsi Kepul
enyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit ( 2 Dokumen | PenYusunan faporan 2 Dokumen | <euangan rumah sakit ( 100% 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00| RSUD Tanjung Uban | ' OV"%t Kepuiauan
SAK) Keuangan rumah sakit (SAP SAK) yang akurat dan Riau
& 5AK) akuntable
3 |Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,500,000,001.00 1,200,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Teraksananya kegiatan emoance aporiienah
Pengadaan Kendaraan Ambulance Transport/Jenazah |Indek Kepuasan Masyarakat | |\ . |pengadaan kendaraan LUt |asion dalam me’:‘duk’ung 100% i oAK 2018 . . RSUD Tanjung Uban | Pr¥ini Kepulauan
Pasien (80%) ambulancetransport/jenaza Riau
! pelayanan kesehatan yang
h pasien ’
optimal
Tersedianya kendaraan
ambulanceEmergency RS
Terlaksananya kegiatan dalam mendukung pelayanan )
) ) ; ' P _ Provinsi Kepulauan
" KARS (Paripurna) | 1Unit  |pengadaan kendaraan 1Unit  |kesehatan yang optimal dan 100% E DAK 2018 - - -| RsUD Tanjung Uban i
ambulanceEmergency RS menjadikan Instalasi Gawat
Darurat sebagai traumatic
centre
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inaso Rumah engatam kit aan s Tesedianya kendaraan dias provini Kepulauan
i
8 aunit  [Peneac 4uUnit  |operasional dokter spesialis 100% 1,500,000,001.00 1,200,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00| RSUD Tanjung Uban "
Sakit operasional dokter spesialis ° Riau
° rumah sakit
rumah sakit
4 |Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,950,000,000.00 2,850,000,000.00 2,950,000,000.00 3,400,000,000.00 3,350,000,000.00
Terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan
Terlaksananya kegiatan struktural, non formal, bintek
. ) ) pendidikan dan pelatihan dan kursus untuk SOM medis
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non F I, Indek Kepuasan 50% jumlah 50% jumlah . Pi Kepul:
endidikan Ban Peratinan Struktural, Non Forma P JUmiah | ¢t uktural, non formal, MR 4o non medis sebagai 100% 500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00| RSUD Tanjung Uban | ' o"ne Kepuiauan
Bintek Dan Kursus (medis dan Non Medis) Masyarakat (80%) pegawai | pegawai ! Riau
bintek dan kursus untuk pendukung pemberian
SDM medis dan non medis pelayanan kesehatan dan
persyaratan akreditasi rumah
sakit
Terlaksananya kegiatan
reriaksanany kegiatan pendidikan dan pelatihan
Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Keperawatan dan |7 tU82S di1GD yang memilikil 50% jumlah | ;o L:,an :Iau‘han 50%jumlah juntuk SOM perawat dan Provinsi Kepulauan
‘ 82 Kep sertifikasi BTCLS/ATLS/ACLS | perawat & |° P perawat &  |bidan sebagai pendukung 100% 750,000,000.00 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00 1,300,000,000.00 1,500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban Kep
Kebidanan ; ’ untuk SDM perawat dan ? ’ Riau
vang masih berlaku (100%) | bidan  [/"*¥ bidan |pemberian pelayanan
dan
akreditasi rumah sakit
Penyusunan Standarisasi Akereditasi Rumah sakit p:;“i:sri:la::: l:)"::r:l?rj- Lulus Tz:a::.a,:::vsiﬁ:;::m Terlaksananya sertifikasi Provinsi Kepulauan
4 v P erinatologl) cene . penyusuna *1 I Lulus Pari isasi tasi 100% 200,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 750,000,000.00 500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban fep
versi 2012 sertifikasi yang sesuai dan | Paripurna | Akereditasi Rumah sakit e a0 Riau
masih berlaku (75%) versi 2012
: - ) Seluruh tenaga keperawatan
Tenag don pegawai yang mengikuti | 100% jumiah [Terlaksananya kegiatan | 100% jumlah [ 2410 #1282 FEREaw provinsi Kepalauan
. ‘ € diklat >20 jam pertahun | perawat & |kredensial tenaga perawat | perawat & ' ’ 100% 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00| RSUD Tanjung Uban rep
Kebidanan, Medis dan Penunjang Medis ’ . ° terkredensial sesuai dengan Riau
(15%) bidan  [dan kebidanan bidan '
standar kompetensinya
Akreditasi KARS (Paripurna)
5 |Program Pelayanan Kesehatan 7,600,000,000.00 21,650,000,000.00 8,950,000,000.00 7,950,000,000.00 7,300,000,000.00
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan orovingi Kepalauan
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit |BOR (45%) 100% | pengadaan perlengkapan 100% |pengadaan perlengkapan 100% 500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 3,000,000,000.00 1,500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban g
rumah tangga rumah sakit rumah tangga rumah sakit
Terlak: d
pengadasn pembangunan portalfpny gerban embangunan poria/py Tersdianya poralfinte provisi Kepulauan
B p ‘gUnan porta/pintu gerbang NDR <20/1000 100% |” ‘gunan porta/p 100%  |gerbang masuk dan keluar 100% - 200,000,000.00 - - -| RSUD Tanjung Uban Kep
masuk dan keluar rumah sakit gerbang masuk dan keluar : Riau
: rumah sakit
rumah sakit
Terlaksananya
| Emergency Response Time pembangunan tempat Tersedianya tempat parkir , Provinsi Kepulauan
Pembangunan tempat parkir kendaraan rumah sakit " 100% - 100% : 100% E 200,000,000.00 - - 200,000,000.00| RSUD Tanjung Uban )
(<5 menit) parkir kendaraan rumah kendaraan rumah sakit Riau
sakit
) - ) Terlak d Terlak d _ Provinsi Kepul
Pengadaan meubeler rumah sakit Akreditasi KARS (Paripurna) 100% eriaksananya pengacaan 100% eriaksananya pengacaan 100% - 200,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 600,000,000.00| RSUD Tanjung Uban | ' OV"* fepuiauan
meubeler rumah sakit meubeler rumah sakit Riau
- ) Terlaksananya pengadaan Tersedianya rak status/file )
Pengadaan rak status/fi di rekam med , Provinsi Kepul
engadaan rak statusffile pasien di rekam medis 100%  |rak status/file pasien di 100%  |pasien direkam medisrumah | 100% E 500,000,000.00 - 700,000,000.00 - | RSUD Tanjung Uban | ProvIn® fepuiauan
rumah sakit : v Riau
rekam medis rumah sakit sakit
i
gadaan Sarana Prasarana g layanan RS 100% zraima endkung 100% |prasarana pendukung 100% 1,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4,500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban g
et pelayanan RS yang memadai
Terlaksananya )
Pembangunan Gedung Asrama Pegawai (medis dan embangunan Asrama Tersedianya bangunan Provinsi Kepulauan
oang! 2 & 100% |° 'gunan ) 100%  |Asrama Pegawai (medis dan 100% 4,100,000,000.00 4,000,000,000.00 - - -| RSUD Tanjung Uban rep
medis) Pegawai (medis dan medis) " Riau
‘ : medis)
di rumah sakit
Terlaksananya pengadaan Tersedianya sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan sarana dan prasarana e o o orovingi Kepulauan
Bencana Kebakaran Sesuai dengan Standar Akreditasi 100%  |penanggulangan bencana 100%  |P Penanggufang; 100% - 750,000,000.00 1,500,000,000.00 - -| RSUD Tanjung Uban P

RS

kebakaran sesuai dengan
standar akreditasi RS

bencana kebakaran sesuai
dengan standar akreditasi RS

Riau
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Terlaksananya pengadaan Tersedianya sarana dan Provinsi Kepulauan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry RS 100% |sarana dan prasarana 100% v 100% E 800,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban 1 ep
prasarana laundry RS Riau
laundry RS
Terlaksananya kegiatan Tersedianya tangea
embuatan tangga emergency di gedung rawat Provinsi Kepulauan
Pembuatan Tangga Emergency Gedung Rawat Inap 100% |” 88; 100%  |inap dalam meningkatkan 100% - 2,000,000,000.00 - - | RSUD Tanjung Uban P
emergency gedung rawat Riau
keselamatan pasien dan
inap
petugas
Terlaksananya kegiatan
Pengadaan Gardu Listrik dan Penambahan Daya 550 100% | pomgaon s el dan 1005 | Tersedianya gardu stk dan 100% . 1,600,000,000.00 ) ) | RsUD Tanjung Uan | ProvinsiKepuauan
KA penambahan daya 550 kva Riau
penambahan daya 550 kva
Terlaksananya kegiatan Tersedianya gedung layanan Provinsi Kepulauan
Pengembangan Gedung Layanan HD 100%  |pengembangan gedung 100% anya gedung layana 100% - 900,000,000.00 - - -| RsUD Tanjung Uban vinst Kepulau
HD yang lebih representatif Riau
layanan HD
Terlaksananya kegiatan ) - )
Pengembangan Gedung Layanan Poliklinik 100%  |pengembangan gedung 100% | ersedianya gedung polikinik 100% - 3,000,000,000.00 - - - | RSUD Tanjung Uban | Provinsi Kepulauan
8an yang lebih representatif Riau
layanan poliklinik
Pengadaan Lift Pasien RS 100 |Teraksananvapengadaanz| g, | Tersedianya 2 unitlift pasien 100% 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 700,000,000.00 - -| RSUD Tanjung Uban | Provinsi Kepulauan
unit lift pasien pasien RS pasien RS Riau
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6 4,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
' ) Terlaksananya kegiatan Tersedianya alat-alat
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kecil Rumah Sakit |Indek Kepuasan Masyarakat | oo |0 o0 ioon slaalat 100%  |kesehatan kecil rumah sakit 100% 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00| RSUD Tanjung Uban | Provinsi Kepulauan
(APBD) (80%) " Riau
kesehatan kecil rumah sakit yang lengkap dan memadai
st Tersedianyasataat Provisi Kepulauan
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) | Akreditasi KARS (Paripurna) | 100%  |P"® 100% |kesehatan rumah sakit yang 100% 3,000,000,000.00 E - - - | RsUD Tanjung Uban Kep
kesehatan rumah sakit ottt Riau
(DAK) Bkap
7 |program Kualitas Pelay 11,500,000,000.00 12,000,000,000.00 12,500,000,000.00 13,000,000,000.00 13,500,000,000.00
Penyelenggaraan Pelayanan Keschatan BLUD RSUD | indek Kepuasan Masyarakat | 1. [Terlaksananya kegiatan 1005 |Terlaksananya kegiatan 100% 11,500,000,000.00 12,000,000,000.00 1250000000000 13.000,000,000.00 13,500000000.00| RSUD Tanjung Uban | POV Kepulauan
Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban (80%) pelayanan kesehatan BLUD pelayanan kesehatan BLUD Riau
8 [Program pengembangan data / informasi 300,000,000.00 1,700,000,000.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
unit terintegrasi dengan SIM pengembangan Sistem pengembangan Sistem Provinsi Kepulauan
Pengembangan SIMRS RS (75%) & & 100% |Informasi Manajemen RS 100% |Informasi Manajemen RS 100% 150,000,000.00 750,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban g
yang terintegrasi dengan yang terintegrasi dengan
pelayanan pelayanan
Terlak K
erlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar enanganan pengembangan media engembangan media Provinsi Kepulauan
eneembang: . penang ) 100% |promosi dan informasi 1009 |Peneembane? , 100% 150,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00| RSUD Tanjung Uban rep
Hidup Sehat dan Sosial RS pengaduan/complain (80%) ) ) promosi dan informasi sadar Riau
sadar hidup sehat dan sosial " :
- hidup sehat dan sosial RS
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan provingi Kepalauan
Pengadaan Pembuatan Buletin Internal Rumah sakit | Akreditasi KARS (Paripurna) |  100% |pengadaan pembuatan 100% |pengadaan pembuatan 100% E 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 RSUD Tanjung Uban i
buletin internal rumah sakit buletin internal rumah sakit
TOTAL 28,275,000,001 82,275,000,000 71,771,649,013 73,771,649,013 75,771,649,013
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DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung (2 Lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Email : perencanaan@dinkesprovkepri.org Website : www.dinkesprovkepri.org




	1. COVER DEPAN.pdf (p.1)
	2. Kata Pengantar.pdf (p.2-3)
	3. DAFTAR ISI.pdf (p.4-5)
	4. SK Renstra Perubahan Dinkes 2016-2021.pdf (p.6-9)
	5. NARASI RENSTRA Perubahan.pdf (p.10-67)
	6. Matrik Kerja RENSTRA DINKES  2016-2021 perubahan RPJMD 6 Nov.pdf (p.68-111)
	7. DO Indikator1.pdf (p.112-129)
	Matriks RSUD pROV kEPRI tANJUNGPINANG.pdf (p.130-132)
	Matriks RSUD Tg. Uban.pdf (p.133-135)
	COVER BELAKANG.pdf (p.136)

